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ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh cara pengasuhan orang tua asuh yang berbeda-beda sehingga membentuk karakter anak yang berbeda pula khususnya dalam hal mengarahkan anak melakukan perbuatan yang tidak merugikan anak. Tujuan Penelitian ini yaitu 1). Untuk mendeskripsikan kriteria orang tua asuh yang digunakan oleh orang tua asuh dalam pengasuhan anak menurut peraturan pemerintah nomor 44 Tahun 2017 2). Untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana kriteria orang tua asuh dalam peraturan pemerintah no 44 tahun 2017 ditinjau dari Maqāșhid asy-syari'ah.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka yang menggunakan literatur kepustakaan, yaitu buku-buku yang berkaitan tentang kriteria orang tua asuh dan laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu, penelitian ini juga menggunakan metode yuridis normatif yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, memahami dan, menganalisis peraturan pemerintah nomor 44 tahun 2017 yang berkaitan dengan kriteria orang tua asuh dalam pengasuhan anak.
Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa kriteria orang tua asuh menurut peraturan pemerintah nomor 44 tahun 2017 tentang pelaksanaan pengasuh anak ini bersesuaian dengan Maqāșhid asy-syari'ah yang merupakan tujuan syariat yang dimaksudkan Allah dalam setiap hukumnya untuk memberikan kemaslahatan bagi manusia. Kriteria orang tua asuh ini telah memenuhi lima unsur Maqāșhid asy-syari'ah yaitu memelihara agama , memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Kriteria orang tua asuh ini merupakan landasan atau pedoman orang tua asuh dalam mengasuh, mendidik, dan mengawasi, serta mengarahkan anak dalam melakukan hal-hal positif (baik). Demikian kriteria orang tua asuh ini termasuk kemaslahatan sesuai dengan Maqāșhid asy-syari'ah, karena tujuan dari Maqāșhid asy-syari'ah yaitu untuk mendapatkan kemaslahatan dan menjauhkan kemudaratan.
Kata kunci : peraturan pemerintah, kriteria orang tua asuh, Maqāșhid asy-syari'ah










ABSTRACT

This research is motivated by the way of parenting foster parents who different so that it forms a different character of children in particularin terms of directing children to do actions that do not harm the child.  The objectives of this research are 1).  To describe foster parent criteria used by foster parents in child care according to government regulation number 44 of 2017 2).  For describe and analyze how the criteria for foster parents in government regulation no 44 of 2017 are reviewed from Maqāșhid ash-shari'ah.
The method used in this research is library research that uses literature, namely books related to the criteria of foster parents and reports on research results from previous studies, this study also uses normative juridical methods which are carried out by reading, studying, understanding and  , analyzing government regulation number 44 of 2017 relating to the criteria for foster parents in child care.
The results of the analysis of this study indicate that the criteria for foster parents according to government regulation number 44 of 2017 concerning the implementation of childcare are in accordance with Maqāșhid ash-shari'ah which is the goal of sharia which is intended by Allah in every law to provide benefits for humans.  The criteria for foster parents have met the five elements of Maqāșhid ash-shari'ah, namely maintaining religion, preserving the soul, preserving reason, maintaining offspring and maintaining property.  The criteria for foster parents are the foundation or guidelines for foster parents in nurturing, educating, and supervising, as well as directing children in doing positive (good) things.  Thus the criteria for foster parents include benefit in accordance with Maqāșhid ash-shari'ah, because the purpose of Maqāșhid ash-shari'ah is to get benefit and keep harm away.
Keywords: government regulations, criteria for foster parents, Maqāșhid ash-syari'ah
	

PEDOMAN TRANSLITERASI
Pola transliterasi dalam penulisan skripsi Fakultas Syarī’ah  dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang berpedoman kepada keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.
1. Konsonan:
	Huruf
	Nama
	Penulisan

	
	
	Huruf kapital
	Huruf kecil

	ا
	Alif
	Tidak dilambangkan

	ب
	Ba
	B
	B

	ت
	Ta
	T
	T

	ث
	Tsa
	TS
	Ts

	ج
	Jim
	J
	J

	ح
	Ha
	H
	H

	خ
	Kha
	KH
	Kh

	د
	Dal
	D
	D

	ذ
	Dzal
	DZ
	Dz

	ر
	Ra
	R
	R

	ز
	Zai
	Z
	Z

	س
	Sin
	S
	S

	ش
	Syin
	SY
	Sy

	ص
	Shad
	SH
	Sh

	ض
	Dhad
	DL
	Dl

	ط
	Tha
	TH
	Th

	ظ
	Zha
	ZH
	Zh

	ع
	‘Ain
	‘
	‘

	غ
	Ghin
	GH
	Gh

	ف
	Fa
	F
	F

	ق
	Qaf
	Q
	Q

	ك
	Kaf
	K
	K

	ل
	Lam
	L
	L

	م
	Mim
	M
	M

	ن
	Nun
	N
	N

	و
	Waw
	W
	W

	ه
	Ha
	H
	H

	ء
	Hamzah
	‘
	‘

	ي
	Ya
	Y
	Y


1. Vokal
Sebagaimana halnya vokal bahasa Indonesia, vokal bahasa Arab terdiri atas vokal tungggal (monoftong) dan vokal (diflog).
1. Vokal tunggal dilambangkan dengan harakat.
Contoh:
	Tanda
	Nama
	Latin
	Contoh

	اَ
	fatḥah
	A
	مَنْ

	اِ
	Kasrah 
	I
	مِنْ

	اُ
	Dhammah
	U
	رُفِعُ



1. Vokal rangkap dilambangkan dengan gabungan harakat dan huruf. 
Contoh:
	Tanda
	Nama
	Latin
	Contoh

	نَي
	Fatḥah dan ya
	Ai
	كَيْفَ

	تَوْ
	Fatḥah dan waw
	Au
	حَوْلَ



1. Maddah 
Maddah atau vokal panjang dilambangkan dengan huruf dan simbol (tanda). Contoh:
	Tanda
	Nama
	Latin
	Contoh
	Ditulis

	مَا / مَى
	Fatḥah dan alif atauFatḥah dan alif yang menggunakan
Hurufya
	

Ā/ā
	
مَاتَ /
رَمَى
	
Māta/Ramā

	مِى
	Kasrah dan ya
	Ī/ ī
	قِيْلَ
	Qīla

	مُوْ
	Dhammah dan
Waw
	Ū/ū
	يَمُوْتُ
	Yamūtu



1. Ta Marbuthah
Transliterasi Ta Marbuthah dijelaskan sebagai berikut: 
1. Ta Marbuthah hidup atau yang berharakat fatḥah, kasrah dan dhammah, maka transliterasinya adalah huruf ṯ;
1. Ta Marbuthah yang sukun (mati), maka transliterasinya adalah huruf h;
Kata yang diakhiri Ta Marbuthah diikuti oleh kata sandang al serta bacaan kedua kata tersebut secara terpisah, maka Ta Marbuthah itu ditransliterasikan h.
Contoh:
رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	=	Raudhaṯul athfāl
اَلْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ	=	Al-Madīnah al-Munawwarah
الدِّيْنِيَةُاَلْمَدْرَسَةُ	=	Al-madrasah ad-dīniyah
1. Syaddah (Tasydid)
Syaddah atau tasydid ditransliterasikan dengan menggandakan penulisan huruf yang bertanda syaddah tersebut. Misalnya:
رَبَّنَا	=	Rabbanā		نَزَّلَ	=	Nazzala
اَلْبِرُّ	=	Al-birr			اَلْحَجُّ	=	Al-ḥajj
1. Kata sandang al
1. Diikuti oleh huruf as-Syamsiyah, maka ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf {l} diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang mengikutinya. Contoh:
الَّسيِّدُ	=	As-Sayyidu		اَلتَّوَّابُ	=	At-Tawwābu
اَلْرَّجُلُ	=	Ar-Rajulu		الشَّمْسُ	=	As-Syams
1. Diikuti oleh huruf al-Qamariyah, maka ditransliterasikan sesuai aturan-aturan bunyinya. Contoh:
اَلْجَلاَلُ	=	Al-Jalāl		الْبَدِيْعُ	=	Al-Badī’u
ااَلْكِتاَبُ	=	Al-Kitāb		اَلْقَمَرُ	=	Al-Qamaru
Catatan: kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-), baik diikuti huruf as-Syamsiyah maupun al-Qamariyah.
1. Hamzah 
Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun hal ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisannya berupa alif.
 Contoh:
تَأْخُذُوْنَ	=	Ta‘khuzūna		أُمِرْتُ	=	Umirtu 
الشُهَدَاءُ	=	As-Syuhadā‘		فَأْتِبِهَا	=	Fa‘ti bihā
1. Penulisan Kata 
Setiap kata, baik fi’il,isim maupun huruf pada dasarnya ditulis terpisah. Akan tetapi, suatu kata yang didalamnya ada harakat atau huruf yang tidak dibaca (dihilangkan), maka transliterasi kata seperti itu dirangkaikan dengan kata setelahnya. 
Contoh: 
	Arab
	Semestinya
	Cara Transliterasi

	وَأَوْفُوا اْلكَيْلَ
	Wa aufū al-kaila
	Wa auful-kaila

	وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ
	Wa lillāhi ‘alā al-nās
	Wa lillāhi ‘alannās

	يَدْرُسُ فِى الْمَدْرَسَةِ
	Yadrusu fī al-madrasah
	Yadrusu fil-madrasah



1. Huruf Kapital
Penggunaan huruf kapital sebagaimana halnya yang berlaku dalam bahasa Indonesia (EYD), antara lain huruf kapital ditulisuntuk huruf awal kalimat, awal nama dan awal nama tempat. Apabila awal nama atau tempat tersebut didahului kata sandang al, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:
	Kedudukan
	Arab
	Transliterasi

	Awal kalimat
	مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ
	Man ‘arafa nafsahu

	Nama diri
	وَمَا مُحَمَّدٌ اِلاَّ رَسُوْلٌ
	Wa mā Muhammadun illā rasūl

	Nama tempat
	مِنَ اَلْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ
	Minal-Madīnaṯil-Munawwarah

	Nama bulan
	اِلَى شَهْرِ رَمَضَانَ
	Ilā syahri Ramaḍāna

	Nama diri didahului al
	ذَهَبَ الشَّافِعِى
	Zahaba as-Syāfi’ī

	Nama tempat didahului al
	رَجَعَ مِنَ الْمَكَّةَ
	Raja’a min al-Makkah



1. Penulisan kata Allah
Huruf awal kata Allah menggunakan huruf kapital apabila kata tersebut berdiri sendiri. Apabila kata Allah berhubungan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf awalnya tidak menggunakan huruf kapital. Contoh:
وَاللهُ	=	Wallāhu 		فِىاللهِ	=	Fillāhi
مِنَاللهِ	=	Minallāhi		لِلَّهِ	=	Lillāhi
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Manusia memenuhi tugasnya di dunia ini dengan menciptakan suatu aturan hidup bersama yang baik yakni secara rasional dan moral, dengan bertumpu pada hak-hak manusia. Bagi Negara Indonesia berdasarkan aturan Undang-Undang, pemikiran-pemikiran baru mengenai perlindungan anak dengan pengasuhan anak agar tidak ada terjadinya tindakan kekerasan dan deskriminasi terhadap anak dan hak-haknya bisa terpenuhi dengan baik. 
Secara etimologi pengasuhan berasal dari kata “asuh” artinya memimpin, mengelolai, membimbing. Pengasuh berarti orang yang melaksanakan tugas memimpin mengelola atau membimbing. Sedangkan pengasuhan yang dimaksud ialah mengasuh anak. Mengasuh anak maknanya ialah mendidik dan memelihara anak, mengurus sandang, papan, pangan dan keberhasilannya sejak awal dilahirkan sampai dewasa.[footnoteRef:1] [1:  Nefrijanti, Definisi dan Pendapat Para Ahli Tentang Pengasuhan (PARENTING)., 01 Juli 2018, https://pusatkemandiriananak.com/definisi-dan-pendapat-para-ahli-tentang-pengasuhsn-parenting/,Diakses Tanggal 08 Februari 2022, pukul 22.10 WIB.] 

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asas anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hak-Hak Anak. Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.[footnoteRef:2] [2:  Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.] 

Kedudukan anak mempunyai hal yang bersifat asasi sebagaimana yang dimiliki orang dewasa. Namun perlindungan terhadapnya sebombastis ketika masalah HAM yang menyangkut orang dewasa atau isu gender diumbar ke khalayak umum. Perlindungan terhadap hak anak tidak terlalu banyak dipikirkan pada umumnya. Begitu pula dengan langkah konkritnya, bahkan perlindungan tersebut dilanggar oleh Negara dan bebagai tempat di negeri ini, orang dewasa bahkan orangtuanya sendiri. Banyak anak-anak yang berada di bawah umur menjadi objek dalam pelanggaran terhadap hak anak-anak akibat pembangunan ekonomi yang dilakukan di negara kita, pekerja anak dapat di lihat dengan mudah di pertigaan atau di perempatan jalan bahkan di tempat buruh-buruh pabrik.[footnoteRef:3] [3:  Ahmad Hanafi, “Eksploritasi Pekerja anak Dibawah Umur Sebagai Penyimpangan Sosial”. (Kementerian Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi Fakultas Ilmu Politik Jurusan Sosiologi Universitas Lampung, Lampung, 2017, 20.] 

Kasus-kasus penganiayaan anak masih pada tingkat yang mengkhawatirkan, yang mengarah pada hasil buruk yang serius. Penelantaran anak adalah bentuk penganiayaan yang kompleks, yang termasuk dalam penyiksaan fisik atau seksual. Penelantaran anak adalah salah satu bentuk pelecehan pada anak yang dilakukan dengan tidak memberikan pengawasan yang memadai, tidak melindungi anak-anak, dan tidak memenuhi atau mengabaikan kebutuhan dasar mereka, termasuk fisik, pendidikan, dan emosional.
Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) 2013, prevalensi global penelantaran atau pengabaian fisik dan emosional masing-masing adalah 16,3% dan 18,4%  di Indonesia, anak-anak terlantar telah di definisikan dalam UU No. 35 tahun 2014, pasal 1 ayat 6 sebagai seorang anak yang tidak memenuhi kebutuhannya dengan baik, baik secara fisik, mental, spiritual atau sosial. Pada tahun 2011, Biro pusat Stastik dan Kementerian Sosial melakukan survey terhadap jumlah anak terlantar di Indonesia. Ditemukan bahwa antara tahun 2003 dan 2009, jumlah anak terlantar berfluktuasi yang memuncak pada tahun 2006, yaitu berkisar pada 6% (3395 anak-anak), tetapi turun menjadi 5,36% (3116 anak-anak), pada tahun 2009. Anak-anak terlantar adalah masalah sosial yang kompleks. Karena penyebabnya tidak dapat dilihat hanya berdasarkan karakteristik individu, tetapi juga harus mempertimbangkan efek variasi rumah tangga. Memahami faktor-faktor risiko penelantaran anak di Indonesia adalah penting, guna untuk mencegah dan mengurangi kejadian pelantaran anak dilakukannya pengasuhan anak oleh orang tua asuh (lembaga pengasuhan anak) dengan baik.[footnoteRef:4] [4:  Ferry Efendi, Fenomena Penelantaran Anak di Indonesia, 19 September 2019, http://news.unair.ac.id/2019/09/19/fenomena-penelantaran-anak-di-indonesia/, Diakses Tanggal 08 Februari, pukul 22.30 WIB.] 

Pengasuhan anak adalah bagian dari proses sosialisasi yang paling penting dan mendasar, karena fungsi utama pengasuhan anak adalah mempersiapkan seorang anak menjadi warga masyarakat. Di dalam Al-Qur’an dinyatakan bahwasanya pengasuhan dilakukan oleh orangtua kepada anak dimulai dari mereka masih kecil. Anak adalah anugerah yang diberikan tuhan yang harus dijaga, dirawat, dan diberi bekal sebaik-baiknya bagaimanapun kondisi anak tersebut ketika dilahirkan. berdasarkan firman Allah dalam surat An-Nisaa ayat 9 yang berbunyi:
وَلْيَخْشَ الَّذِيْنَ لَوْ تَرَكُوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعٰفًا خَافُوْا عَلَيْهِمْۖ فَلْيَتَّقُوا اللّٰهَ وَلْيَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ٩
Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”,(QS.An-Nisaa : 9).
Berdasarkan ayat tersebut maka kewajiban orang tua bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan jasmaninya saja, melainkan juga kebutuhan rohaninya yang berupa kasih sayang, perhatian, rasa aman, harga diri, rasa bebas, sukses, dan bukan malah sebaliknya.
Pengasuhan (Tarbiyatul Aulada) dalam Islam merujuk kepada doa berasal dari Al-Qur’an, berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Furqon ayat 74 yang berbunyi:
وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا ٧٤
artinya: 
Dan orang-orang yang berkata: “Ya tuhan kami anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa”,(Qs. Al-Furqon: 74).[footnoteRef:5] [5:  Ahzam Izzan dan Saehudin, Fikih Keluarga, (Bandung: Mizan Media Utama, MMU, 2016). 23.] 

Berdasarkan doa dalam tersebut bisa diambil dua visi utama dalam tarbiyatul aulada, yaitu :
1. Menjadikan mereka sebagai qurrota a’yun (penyejuk mata dan hati orangtua) berarti membentuk seshalihan anak dalam batas-batas tertentu, seperti pendidikan akidah, akhlak daan ubudiyah.
2. Mendidik anak sebagai imaman lil muttaqin berarti benar-benar menyiapkan generasi yang mempunyai kemampuan leadership dan ditunjang dengan skill penunjang yang dibutuhkan zamannya.

Orang tua asuh adalah suami istri atau orang tua tunggal selain keluarga yang menerima kewenangan untuk melakukan pengasuhan anak yang bersifat sementara. Orang tua asuh atau dapat dikenal juga dengan foster care menjadi salah satu pilihan pengasuhan alternatif bagi anak yang berada dalam kondisi tidak memungkinkan diasuh oleh orang tua maupun keluarga besarnya. sampai anak mendapatkan pengasuhan permanen demi kepentingan terbaik bagi anak. Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan. Hal ini dikarenakan orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.
	Menjalankan peran sebagai orangtua pada hakikatnya memerlukan kemampuan (skill) yang mumpuni. Betapa tidak, banyaknya tugas serta beragam tantangan akan senantiasa ditemui selama proses tumbuh kembang anak. Semakin banyak anak yang dimiliki, semakin banyak pula tenaga yang diperlukan untuk mendidik serta membimbing mereka. Adapun 7 (tujuh) kemampuan (skill) yang harus dipahami oleh orang tua asuh orang tua asuh sebagai berikut : 
Pertama, kompetensi spiritual. Orangtua sudah seharusnya memahami ajaran agama untuk kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Orangtua perlu memahami tata cara beribadah dengan untuk kemudian diajarkan kepada anak-anaknya. Mengajarkan anak untuk melaksanakan shalat dan puasa dengan benar merupakan kewajiban setiap orangtua.
Kedua, kompetensi kepribadian. Kompetensi ini berkaitan dengan karakter orangtua yang harus dimiliki orangtua agar mampu dijadikan teladan oleh anak-anaknya. Karakteristik tersebut tercermin dalam perkataan dan perbuatan yag ditunjukan dalam kehidupan sehari-hari. Saat kita menginkan anak tumbuh menjadi pribadi yang santun, maka orangtualah yang pertama kali harus memberi contoh. Senantiasa berkata baik dan bersikap jujur harus benar-benar dilaksanakan oleh para oraangtua apabila mereka benar-benar menginginkan anak-anaknya tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang diharapkan.
Ketiga, Kompetensi pedagogik. Keluarga pada dasarnya sekolah pertama bagi anak. Adapun orangtua berperan sebagai guru pertama dan paling utama bagi anak-anak mereka. Oleh karena itu, setiap orangtua seyogyanya memiliki kemampuan untuk mengajarkan berbagai hal yang berkaitan dengan proses tumbuh kembang anak. Mengajarkan anak untuk dapat berjalan dan berbicara sesuai dengan usia perkembangannnya adalah sebagian dari tugas orangtua yang memerlukan kemampuan pedagogik yang baik.
Keempat, kompetensi profesional. Profesional biasanya identik profesi atau pekerjaan di sebuah lembaga. Profesionalisme juga mensyaratkan kemampuan (skill) tentukan untuk dapat menjalankan tugas yang dibebankan kepada seseorang. Jika peran orantua dalam mendidik anak-anaknya begitu penting, maka sejatinya diperlukan kemampuan dan keterampilan khusus. Dalam hal orangtua hendaknya menyadari bahwa tugas mendidik anak merupaka profesi mulia sekaligus profesi yang penuh tantangan sehingga diperlukan semangat untuk terus mengasah kemampuannya.
Kelima, kompetensi sosial. Merupakan kompetensi yang berkaitan dengan kemampuan orangtua untuk berkomunikasi dengan anak maupun orang-orang disekitarnya. Cara berkomunikasi orantua sangat berpengaruh terhadap keberhasilan mendidik anak anaknya. Selain itu hubungan sosial dengan masyarakat juga akan berdampak pada perkembangan psikis anak. Anak akan mendapat sambutan hangat dari orang-orang di lingkungan sekitarnya apabila orangtua mereka dikenal bersikap ramah atau memiliki hubungan baik dengan orang lain.
Keenam, kompetensi manajerial. Seorang manajer atau pemimpin dalam sebuah organisasi memiliki tanggungjawab yang sangat besar dalam memastikan organisasi yang dipimpinnya dapat mencapai tujuan. Dalam konteks keluarga, orangtua terutama ayah berperan sebagai pemimpin yang akan sangat menentukan arah dari keluarga. Memastikan setiap anak dapat tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya serta melindungi mereka dari berbagai gangguan yang berpotensi merusak masa depannya adalah tugas dari pemimpin keluarga. Untuk itu orantua perlu memiliki konsep yang jelas serta mempunyai keterampilan teknis yang baik agar mempu membawa kelurga yang dipimpinnya kearah yang benar.
Ketujuh, kompetensi kewirausahaan. Kompetensi ini sangat berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan berbagai upaya kreatif dan inovatif dengan cara mengembangkan ide serta mengembangkan sumber daya yang dimiliki untuk memanfaatkan peluang sekaligus melakukan perbaikan. Dalam hal ini, orangtua diharapkan mampu mengembangkan potensi yang dimiliki oleh setiap anggota keluarganya hingga mampu menghasilkan karya yang bermanfaat.[footnoteRef:6] [6:  Jamal Ma’ruf Asmani, 2009, Manajemen Pendidikan Anak Usia Dini, Yogyakarta: Diva Press. 23.] 

Merujuk pada metode Maqāșhid   Asy-syarī’ah  artinya adalah upaya manusia untuk mendapatkan solusi yang sempurna dan jalan yang benar berdasarkan sumber utama ajaran Islam, al-quran dan Hadis Nabi SAW. Secara terminologi, Al-Ghazali, di dalam Al-Mustashfa hanya menyebutkan ada lima Maqāșhid Asy-syarī’ah, yaitu :
a. Pemeliharaan Agama (Muḥāfaẓah al-Dīn)
Dalam agama terkumpul ajaran-ajaran yang berkaitan dengan akidah, ibadah, hukum-hukum yang disyariatkan Allah kepada manusia. Semua terangkum dalam rukun iman dan rukun Islam. Dengan melaksanakan semua ketentuan ini menjadikan manusia disebut sebagai orang yang menjalankan kehendak al-shāri’ dan termasuk memelihara agama.
b. Pemeliharaan Jiwa (Muḥāfaẓah al-Nafs)
Upaya untuk memelihara jiwa (diri) dan berlangsungnya kehidupan manusia, Islam mewajibkan untuk mencapai tegaknya jiwa, yaitu terpenuhinya makanan pokok, minuman, pakaian, tempat tinggal. Ada juga tentang hukum al-qiṣāṣ (hukuman setimpal), al-diyah (denda), al-kaffārah (tebusan) terhadap orang yang menganiaya jiwa. Dikenakan hukum haram bagi orang yang mengarahkan atau menggunakan jiwa kepada kerusakan dan wajib bagi setiap orang menjaga jiwanya (diri) dari bahaya.[footnoteRef:7] [7:  Khallaf, ilmu ushul, 201.] 

c. Pemeliharaan Akal (Muḥāfaẓah al-’Aql)
Akal adalah anggota tubuh yang vital pada manusia. Dengan akal inilah manusia dapat membedakan, merasa dan mengetahui segala sesuatu yang dapat diraihnya baik sesuatu pada dirinya atau pun di luar dirinya. Hal ini karena akal bukan hanya sekedar sebagai anggota tubuh, tetapi ia juga merupakan gerak. Gerak akal inilah yang membuat ia mampu melakukan sesuatu melalui anggota tubuh yang lain.[footnoteRef:8] [8:  Jamal al-Din ‘Aṭiyah, Naḥwa Taf’īl Maqaṣhid al-Shar‘ah (Damaskus: Dār al-Fikr,2003), 143.] 

d. Pemeliharaan Keturunan (Muḥāfaẓah al-Nasl/al-Nasb)
Keturunan adalah generasi penerus bagi setiap orang. Oleh karena itu keturunan merupakan kehormatan (al-’rḍ) bagi setiap orang dan karena kedudukan keturunan inilah Islam sangat memperhatikan agar keturunan yang dilahirkan berasal dari hubungan yang jelas dan sah menurut agama dan negara. Dengan demikian, Islam melarang zina demi terpeliharanya keturunan.[footnoteRef:9]. [9:  Hirzillah, al-Madkhal ila ‘ilm, 120.] 

e. Pemeliharaan Harta (Muḥāfaẓah al-Māl)
Harta ini atau apapun yang ada di dunia ini pada hakikatnya milik Allah, sementara harta yang ada di tangan manusia hanya berupa pinjaman yang akan dipertanggungjawabkan di hari perhitungan kelak. Agar harta ini dapat dipertanggungjawabkan maka penggunaannya pun harus sesuai dengan yang ditentukan dalam Islam. Salah satu contoh yang berkaitan dengan pemeliharaan harta yang berkedudukan sebagai kebutuhan al-ḍarurīyah (primer) adalah wajibnya setiap orang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarga yang menjadi tanggung jawabnya. Namun sekecil apapun pekerjaan yang digeluti yang penting termasuk pekerjaan yang sah dengan hasil yang halal..
Berdasarkan latar belakang diatas, perlu adanya kriteria orang tua asuh terhadap anak agar tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, dan kebutuhan serta tumbuhkembangnya bisa kita penuhi dengan baik, berkaitan dengan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan pengasuhan anak menurut undang-undang perlindungan anak dengan baik, dengan judul “PENGATURAN KRITERIA ORANG TUA ASUH MENURUT PP NOMOR 44 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PENGASUHAN ANAK DITINJAU DARI MAQĀȘHID SYARĪ’AH ”

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana Pengaturan Kriteria Orang Tua Asuh Menurut PP Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak?
2. Bagaimana Pengaturan Kriteria Orang Tua Asuh Menurut PP Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak Ditinjau Dari Maqāșhid   As-Syar’iah?


C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian yang penulis kaji, yaitu:
1. Untuk Mendeskripsikan Kriteria Orang Tua Asuh Yang Digunakan Oleh Orang Tua Asuh Dalam Pengasuhan Anak Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017.
2. Untuk Mendeskripsikan Dan Menganalisis Bagaimana Kriteria Orang Tua Asuh Menururut Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak  Ditinjau Dari Maqāșhid Asy-Syarī’ah.
Adapun manfaat dari penelitian yang penulis kaji, yaitu: Berkaitan dengan judul diatas, maka penelitian ini mempunyai dua jenis manfaat, yaitu:
1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bagi penulis dan bagi mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, serta menambah referensi dalam pengembangan penelitian selanjutnya terkait pengaturan pengasuhan anak.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan untuk mewujudkan kesadaran masyarakat tentang peraturan Undang-Undang yang berlaku serta memberikan pemikiran bagi mahasiswa pada umumnya terkait pengaturan pengasuhan anak.

D. Tinjauan Pustaka
Penelitian ini memfokuskan pada kriteria orang tua asuh dalam PP Nomor 44 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pengasuhan anak Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak sebenarnya sudah dilakukan beberapa peneliti Indonesia, sejauh yang penulis temukan diantara penelitian tersebut adalah:
Pertama. Merdi Muhizar, 2022, “Studi Komparatif Hak Pekerja Anak Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tetang Ketenagakerjaan dan Undamg-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam”, Skripsi Fakultas Syarī’ah  Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Penelitian ini memfokuskan perbandingan bagaimana undang-undang ketenagakerjaan anak menurut hukum Islam.[footnoteRef:10] [10:  Merdi, Muhizar. Studi Komperatif Hak Pekerja Anak Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam. Diss. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.] 

Kedua. Savira Magda Dewanti, 2019, “Maqāșhid syarī’ah terhadap perlindungan anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak : Studi Kasus Perlindungan Anak Jalanan di Sanggar Alang-Alang Surabaya”, Skripsi Fakultas Syarī’ah  dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Penelitian ini memfokuskan perlindungan hak-hak dan kewajiban kepada anak jalanan dan memiliki 5 prinsip dasar secara universal dalam menemukan kesamaan cara pandang Maqāșhid syarī’ah dalam hal memberi perlindungan anak.[footnoteRef:11] [11:  Dewanti, Savira Magda. Tinjauan  Maqāșhid   al-Syari’ah Terhadap perlindungan Anak menurut UU Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan UU  Nomor 23 Tahun2002 Tentang Perlindungan Anak: Studi Kasus Perlindungan Anak Jalanan di Sanggar Alang-Alang Surabaya. Diss, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.] 

Ketiga. Ridwan Rafsan Jani, 2022, “Perspektif Hukum Islam Terhadap Pola Asuh Permisif”, Skripsi Fakultas Syarī’ah  Universitas Raden Intan Lampung. Penelitian ini memfokuskan pada pemahaman mengenai dampak pola asuh permisif terhadap anak dan memberikan wawasan terkait pola asuh permisif melalui perspektif hukum Islam.[footnoteRef:12] [12:  Ridwan, Rafsan Jani. Perspektif Hukum Islam Terhadap Pola Asuh Permisif. Diss. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.] 

Berdasarkan kajian terdahulu sebagaimana diuraikan diatas, beda antara penelitian yang penulis lakukan adalah pada aspek pengaturan kriteria orang tua asuh dalam PP No 44 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pengasuhan anak ditinjau dari Maqāșhid syarī’ah. Untuk itu penulis anggap penelitian ini penting dan perlu dilakukan.

E. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini adalah bersifat kepustakaan (Library Research). Penelitian pustaka yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literature kepustakaan, baik berupa buku-buku catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terlebih dahulu.[footnoteRef:13] [13:  Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986), 102.] 

Penelitian ini juga menggunakan metode yuridis normatif, yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, memahami serta menelaah Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak Ditinjau Dari Maqāșhid syarī’ah.
2. Sumber dan Jenis Data
a. Sumber data
Sumber data dalam penelitian ini termasuk data sekunder, data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.[footnoteRef:14] [14:  H. Zainuddin Ali,. Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 23.] 

b. Jenis data
Jenis-jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder, meliputi:
1) Bahan hukum primer, yaitu bersumber dari dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak, Al-Qur’an Dan Hadits.
2) Bahan hukum sekunder, merupakan sumber yang diperoleh untuk memperkuat data yang diperoleh dari data primer yaitu, buku-buku, makalah, majalah, jurnal, artikel ilmiah, maupun akses internet.
3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan tambahan atau bahan yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Inggris dan lain-lain.

F. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan (library research), yaitu meneliti sumber-sumber yang berhubungan dengan permasalahan dalam proposal skripsi ini, seperti Al-Quran, Hadits, buku-buku  hukum, majalah hukum, artikel-artikel, peraturan perundang-undangan, pendapat serjana dan bahan-bahan lainnya. Situs web juga menjadi bahan untuk penulisan proposal skripsi ini sepanjang memuat informasi yang relevan dengan penelitian ini.[footnoteRef:15] metode ini bermaksud untuk menggali data kepustakaan dan konsep-konsep serta catatan-catatan yang berkaitan dengan Pengaturan Pengasuhan Anak Pasal 37-38 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. [15:  Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta: Gajah Madah University Press, 1995), 13.] 


G. Sistematika Penulisan
Penulisan skripsi ini dibagi menjadi 4 bab dan pada setiap bab terdiri dari beberapa paparan dan sub bab, adalah sebagai berikut:
Bab I Pendahuluan, Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, teknik pengumpulan data, dan sistematika penulisan.
Bab II Landasan Teori, Bab ini berisi tinjauan umum tentang Kriteria Orang Tua Asuh dalam Pengasuhan Anak yang tediri dari Pengertian Kriteria Orang Tua Asuh, Pengertian Pengasuhan Anak, Maqāșhid syarī’ah.
Bab III Pembahasan, bab ini berisi kajian tentang Pengasuhan Anak Menurut PP Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak yang terdiri Aturan tentang Krieria Orang Tua Asuh Menurut PP Nomor 44 Tanun 2017 Tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak dan Aturan Tentang Kriteria Orang tua Asuh Menurut PP Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak Ditinjau Dari Maqāșhid syarī’ah.
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Bab IV Penutup, bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.
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BAB II
LANDASAN TEORI

A. Pengasuhan Anak
1. Pengertian Pengasuhan Anak
Menurut Daryanto dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengasuhan berasal dari kata “asuh” (mengasuh) artinya menjaga dan memelihara anak kecil, membimbing agar bisa berdiri sendiri.[footnoteRef:16] [16:  Daryanto S.S, Kamus Besar Bahasa Indonesia Lengkap, (Surabaya, Apollo, 1997), 60.] 

Dalam Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pengasuhan anak menjelaskan bahwa pengasuhan anak adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik bagi anak.[footnoteRef:17] [17:  Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak.] 

M.Yahya Harahap menyatakan pengasuhan anak juga mengandung arti sebuah tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, member pelayanan yang semestinya serta pencukupan nafkah anak tersebut bersifat kontinyu sampai anak tersebut mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa yang telah mampu berdiri sendiri.[footnoteRef:18] [18:  M. Yahya Hrahap, Hukum Perkawinan Nasional, (Medan : Zahir Trading, 1975), 204.] 

Zainuddin dalam bukunya Hukum Perdata Islam di Indonesia mengatakan bahwa pengasuhan anak adalah permenuhan berbagai aspek kebutuhan primer dan sekunder anak. Pengasuhan meliputi berbagai aspek, yaitu pendidikan, biaya hidup, kesehatan, ketentraman, dan segala aspek yang berkaitan dengan kebutuhannya.[footnoteRef:19] [19:  Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia Cet II, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), 64.] 

Menurut Ahmad Rofiq dalam bukunya Hukum Islam di Indonesia mengtakan bahwa pengasuhan anak yang dimaksud dalam diskursus ini adalah kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya.[footnoteRef:20] [20:  Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia Cet III, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1998), 235.] 

Pemeliharaan anak meliputi berbagai aspek, yaitu pendidikan, biaya hidup, kesehatan, ketentraman, dan segala aspek yang berkaitan dengan kebutuhannya. Dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan, bahwa anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya, anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anaknya untuk memilih diantara ayahnya atau ibunya untuk sebagai pemegang hak pemeliharaannya, untuk biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.[footnoteRef:21] Dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bapak/ibu wajib memelihara dan mendidik anak-anak. Bapak lebih wajib bertanggung jawab atas semua biaya anak, bilamana ada perselisihan maka pengadilan yang memberi keputusan.[footnoteRef:22] [21:  Team Citra Umbara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum islam, (Bandung : citra umbara, 2012), 354.]  [22:  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.] 

2. Pengertian anak
	Anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus bangsa. Anak memiliki peran strategis dalam menjamain eksetensi bangsa dan negara di masa mendatang. Agar mereka mampu memikul tanggung jawab itu, mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun spiritual. Mereka perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi, dan disejahterakan. karenanya segala bentuk kekerasan pada anak perlu dicegah dan diatasi.
	Marsaid mengutip pengertian anak dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, adalahsebagai manusia yang masih kecil. Marsaid juga mengutip dari Soedjonoo Dirjisisworon yang menyatakan bahwa menurut hukum adat, anak dibawah umur adalah mereka yang menentukan tanda-tanda fisik yang konkret bahwa ia telah dewasa.[footnoteRef:23] [23:  Marsaid, Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqāșhid   Asy-Syari’ah), (Palembang: MoerFikri, 2015) 56-58.] 

	Adapun pengertian anak dalam Konpensi Tentang Hak-hak Anak menyatakan bahwa:[footnoteRef:24] [24:  Marsaid, Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam, 63] 

	for the purpose of the present Convention, a child means every human being below the age of 18 years, unless under the law applicable to the child, majority is atainerd earlier.
	(Yang dimaksud dalam konpensi ini adalah setiap orang yang berusia dibawah umur 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlau bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal).
	Adapun ada istilah anak Adam itu mempunyai arti umum bagi seluruh manusia, karena Adam lah manusia pertama yang diciptakan Allah SWT. Dalam bahasa Arab, terdapat dua kata yang berarti anak, yaitu: [footnoteRef:25] [25:  M Imam Tarmudzi, 503	] 

1) Walad, mempunyai arti anak secara umum. Baik yang dilahirkan oleh manusia, maupun hewan yang dilahirkan oleh induknya.
2) Ibn , yang berarti anak manusia.
	Adapun pengertian anak dalam PP No. 44 Tahun 2017, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. termasuk  anak dalam kandungan. Sedangkan pengertian anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.[footnoteRef:26] [26: Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak.] 

	Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa anak adalah seseorang yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, yang belum terlihat tanda-tanda fisik seorang desawa, yang berdasrkan perspektif Undang-Undang bahwa batasan usia anak adalah yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun
3. Dasar Hukum Pengasuhan Anak
Sebagaimana telah kita ketahui bahwa pemeliharaan anak merupakan tanggung jawab kedua orang tuanya. pengasuhan anak adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejateraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan bagi anak.[footnoteRef:27] [27:  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak.] 

Dasar hukum hak asuh anak dalam hukum positif yaitu :
a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bapak/Ibu wajib memelihara dan mendidik anak-anak. Bapak lebih wajib/bertanggung jawab atas semua biaya anak, jika ada perselisihan antara bapak/ibu anak-anak maka pengadilan yang memeberi keputusan, hal tersebut tertera pada Pasal 41. Bahkan membiayai anak tersebut sampai anak itu kawin/dapat berdiri sendiri yang sudah tertera pada Pasal 45.
b. Kompilasi Hukum Islam
Kewajiban orang tua dalam KHI mengenai mumayyiz yakni ketika belum berumur 12 tahun dan berada di bawah pengasuhan ibunya. Sedangkan yang sudah mumayyiz bisa memilih antara ayahnya atau ibunya yang akan mengasuhnya.
Ketentuan biaya pemeliharaan sepenuhnya tanggung jawab ayahnya, yang tertera dalam Pasal 105. Mengenai harta anak wajib dikembangkan dan tidak boleh sampai mengalami kerugian karena faktor kelalaian dan kesalahan, maka sepenuhnya, tanggung jawab orang tua, yang sudah tertera dalam Pasal 106.
c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
Perlindungan anak dalam Pasal 1 yaitu segala hal kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan dalam Pasal 6 menjelaskan setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya. Dalam Pasal 7 setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, jika anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Pasal 8 setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial.
d. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak
Pengasuhan anak sendiri yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 yaitu upaya untuk memenuhi kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik bagi anak. Dalam Pasal 18 tentang kriteria anak asuh, Pasal 19 tentang kriteria orang tua asuh.
4. Kewenangan Pengasuhan Anak
Dalam menentukan siapa yang lebih berhak melakukan pengasuhan, harus dibedakan antara anak yang belum mumayyiz dan anak yang sudah mumayyiz. Anak dianggap sudah mumayyiz apabila telah mampu makan, minum, buang air kecil dan buang air besar sendiri. Ada yang memberikan sampai umur 7 (tujuh) tahun. Pada tahap perkembangan ini (mumayyiz), orang tua diperintahkan menyuruh anaknya melakukan sholat supaya di usia dewasa (mukallaf atau baligh) menjadi terbiasa dan terlatih. Dalam pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan, dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mummayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya.[footnoteRef:28] [28:  Wahyu Kuncoro, Tips Hukum Praktis: Solusi Cerdas Menghadapi kasus keluarga, (Jakarta : Raih Asah Sukses, 2010), 66-67.] 

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan mengenai urutan-urutan siapa saja yang berhak mengasuh anak. Dalam pasal 156 huruf (a) :
1. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kacuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya diganti oleh :
1. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu:
1. Ayah;
1. Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ayah;
1. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
1. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping ayah.
1. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya.[footnoteRef:29] [29:  Team Citra Umbara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum islam, (Bandung : citra umbara, 2012), 370.] 

Kedua pasal di atas menempatkan posisi anak pada dua keadaan. Pertama, Ketika anak belum berumur 12 tahun atau belum mumayyiz, maka diberikan kepada ibunya. Kedua, ketika anak tersebut sudah mumayyiz pilihan ditentukan oleh anak sendiri, apakah ingin mengikuti ayah atau ibunya.[footnoteRef:30] [30:  Khairul Nasri, Penerapan Asas Ius ContraLegem dalam Penyelesaian Segketa Hadhanah, Jurnal Ijtihad: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial, vol. 34, no. 2, (November 2018), 120.] 

Mengingat pengaruh pengasuh sangat besar terhadap jasmani dan rohani anak, maka Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam poin (c) menegaskan bahwa apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah pula.
Satu hal yang sering dilupakan, ketika anak berada dibawah pengasuhan ibu maka semua biaya hadhanah dan nafkah anak tetap menjadi tanggung jawab ayahnya menurut kemampuan. Jadi tidak dibenarkan apabila ayah secara sengaja dan tidak bertanggung jawab atas urusan nafkah, karena hal itu tentu akan memberatkan sang ibu.
5. Tugas dan Kewajiban Pengasuhan Anak
Pada dasarnya, banyak sekali tugas dan kewajiban orang tua terhadap anak dan perkembangannya. Sekian banyak kewajiban yang harus dilakukan oleh pengasuh, beberapa diantaranya adalah sebagai berikut :
a. Kewajiban Pendidikan Iman
Pendidikan iman yang dimaksud adalah mengikat anak dengan dasar-dasar iman, rukun Islam dan dasar-dasar syari’ah sejak anak mulai mengerti dan dapat memahami sesuatu. Kewajiban pendidik ataupun pengasuh adalah menumbuhkan anak atas dasar pemahaman dan dasar-dasar pendidikan iman dan ajaran Islam selama masa pertumbuhannya, sehingga anak akan terikat dengan Islam, baik akidah maupun ibadah, disamping penerapan metode maupun peraturan.[footnoteRef:31] [31:  Abdullah Nashih Ulwan, Pedoman Pendidikan Anak Dalam Islam, (Semarang : Asy-Syifa’,981), 24.] 

Kewajiban orang tua sebagai pendidik adalah menumbuhkan kesadaran pemahaman anak akan hal tersebut agar anak selalu terikat hatinya dengan Allah dalam bingkai akidah Islamiyah serta ibadah. Dengan begitu ia mengenal Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, Rasulullah sebagai teladannya dan Al-Qur’an sebagai pedomannya.
Tanamkan pula bahwa apa yang dilakukan di dunia ini semata-mata untuk mencari keridhoan Allah SWT, bahwa setiap perbuatan haruslah diniatkan untuk mendapatkan ridhonya. Dengan demikian, akan tercipta ubudiyah (pengabdian) yang semata-mata hanya untuk Allah SWT. Hal tersebut berkaitan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Dailami :
اادبوا اولادكم على ثلاث حصال: حب نبيكم وحب ال بيته وتلاوة القراًن فان حملة القران فى ظل الله يوم لاظل الا ظله مع انبياءه واصفيائه
“Dari Ali ra berkata, Rasulullah SAW bersabda: didiklah anak kalian dengan tiga macam perkara yaitu mencintai Nabi kalian dan keluarganya serta membaca Al-Qur’an, karena sesungguhnya orang menjunjung tinggi Al-Qur’an akan berada di bawah lindungan Allah diwaktu tidak ada lindungan slain Lindungan-Nya bersama para Nabi dan kekasihnya (H.R. Ad-Dailami).”[footnoteRef:32] [32: http://khairima.blogspot.co.id/2012/03/kumpulan-hadis-hadis-tarbawi.html, (Diakses pada tanggal 21 Mei 2022, pukul 21:37 WIB).] 

Hadis ini juga berkaitan dengan firman Allah SWT, dengan salah satunya mendidik anak dengan mengajarkan berbuat baik, hormat kepada sesama, mendirikan sholat. Firman Allah SWT QS. Al Baqarah ayat 83:
وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِيْٓ اِسْرَاۤءِيْلَ لَا تَعْبُدُوْنَ اِلَّا اللّٰهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَقُوْلُوْا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَّاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَۗ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْكُمْ وَاَنْتُمْ مُّعْرِضُوْنَ ٨
Artinya: “Dan (ingatlah) ketika kami mengambil janji dari Bani Israil, “Janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat.” Tetapi kemudian kamu berpaling (mengingkari) kecuali sebagian kecil dari kamu dan kamu (masih menjadi) pembangkang.”[footnoteRef:33] [33: http://www.dusturuna.com/quran/2-83/, (Diakses pada tanggal 21 mei 2022, pukul 21:40 WIB).] 

QS. Thaahaa ayat 132:
وَأْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَاۗ لَا نَسْـَٔلُكَ رِزْقًاۗ نَحْنُ نَرْزُقُكَۗ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوٰى ١٣٢
Artinya:“Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi  rezeki kepadamu. Dan akibat (yang baik di akhirat) adalah bagi orang yang bertakwa.”[footnoteRef:34] [34: http://tafsirq.com/topik/thata+ayat+132, (Diakses Tanggal 21 mei 2022, pukul 21:45 WIB).] 

b. Kewajiban Pendidikan Akhlak (Moral)
Yang dimaksud dengan akhlak (Al-Khuluk) yaitu perangai (As-Sajiyah) dan tabi’at (Al-thab’). Kata Al-khuluk menurut bahasa adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan seseorang yang berupa adab.[footnoteRef:35] [35:  Muhammad Suwaid, Mendidik Anak Bersama Nabi SAW, Panduan Lengkap Pendidikan Disertai Teladan Kehidupan Para Salaf terjemahan Salafuddin Abu S., (Surakarta : Pustaka Arafah, 2013), 243.] 

Sedangkan pendidikan moral dan keutamaan perangai, tabi’at yang harus dimiliki dan dijadikan kebiasaan oleh anak sejak dini hingga menjadi seorang pemuda yang siap mengarungi lautan kehidupan.[footnoteRef:36] [36:  Abdullah Nashih Ulwan, Pedoman Pendidikan Anak Dalam Islam, (Bandung : AsySyifa, 1990), 174.] 

Pendidikan akhlak atau moral sebaiknya diberikan sejak dini agar anak memiliki prinsip yang dapat membawa mereka menjadi insane kami, berakhlak mulia, serta dapat menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain dan tentunya dapat membangun nusa, bangsa, dan negara yang berkualitas, maka yang bersangkutan akan berkualitas dalam bertutur kata, berbuat sesuatu dan melakukan aktivitasnya, cara berfikirnya karena ia bertanggung jawab penuh atas dirinya secara lahir dan batin, maka kesuksesan akan diraihnya di dunia dan kelak di akhirat.
Hal di atas berkaitan dengan hadis Nabi:
مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً، فَلَهُ أَجْرُهَا، وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً، كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ
Artinya:	“Barang siapa yang mencontohkan perbuatan baik dalam Islam, maka dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang-orang yang ikut melakukannya setelahnya tanpa dikurangi sedikitpun pahala mereka. Dan barang siapa yang mencontohkan perbuatan yang buruk dalam Islam, maka dia akan memikul dosanya dan dosa orang-orang yang ikut mengerjakannya setelahnya tanpa dikurangi sedikitpun dari dosa yang mereka.(HR. Muslim)”[footnoteRef:37] [37: http://yufidia.com/2955-mendidik-anak-secara-islam.html, (Diakses Tanggal 21 mei 2022, pukul 22:00 WIB).] 

Ada juga hadis mengenai seorang ulama Salaf menasehati anaknya:
يا بنى لأن تتعلم بابا من الأدب أحب إلى من أن تتعلم سبعين بابا من أبواب العلم
“Wahai anakku, aku lebih suka melihatmu mempelajari satu bab tentang adab dibanding mempelajari tujuh puluh bab tentang ilmu.”[footnoteRef:38] [38: http://ahmadsyachruddin.wordpress.com/2017/12/18/antara-ilmu-dan-adab/, (Diakses pada tanggal 21 mei 2022, pukul 22:05).] 

c. Kewajiban Pendidikan Fisik
Pendidikan fisik untuk anak-anak diharapkan agar anak dapat tumbuh dewasa dengan kondisi fisik yang kuat, sehat, bergairah dan bersemangat. Ada beberapa metode yang bisa digunakan dalam memberikan pendidikan fisik kepada anak, yaitu:
1) Membiasakan anak untuk menggosok gigi ketika hendak sholat maupun tidur.
2) Mengajari anak untuk selalu menjaga kebersihan.
3) Memerintahkan anak untuk sholat lima waktu sehari semalam ketika anak sudah menginjak umur 7 tahun. Jika anak enggan melaksanakan kewajiban ini pada usia sepuluh tahun, maka orang tua boleh memukulnya sengan pukulan yang tidak membahayakan, tetapi cukup sebagai peringatan dan pembelajaran.
4) Mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW dalam makan dan minum serta tidak berlebihan.
5) Tidur setelah sholat isya’ dan bangun pagi sebelum subuh untuk melaksanakan sholat subuh.
6) Mendoakan anak supaya terhindar dari kejelekan maupun godaan syaitan.[footnoteRef:39] [39:  Abdul Mustaqim, Menjadi Orang Tua Bijak : Solutif Kreatif Menangani Berbagai Masalah Pada Anak, (Bandung : Al-Bayan, 2003), 93-94.] 

d. Kewajiban Pendidikan Intelektual
Pendidkan intelektual disini merupakan pembentukan dan pembinaan kerangka berfikir anak dengan sesuatu yang bermanfaat seperti ilmu pengetahuan hukum, peradaban ilmiah dan modernisasi serta kesadaran berfikir dan berbudaya.[footnoteRef:40] [40:  Abdullah Nasluh Ulwan, Pedoman Pendidikan Anak Dalam Islam, (Bandung : Asy-Syifa, 1990), 270.] 

e. Kewajiban Pendidikan Psikis
Pendidikan psikis yang dimaksud yaitu dengan mendidik anak agar bersikap berani, berterus terang, merasa sempurna, suka berbuat baik terhadap orang lain, menahan diri ketika marah dan juga senang kepada seluruh bentuk keutamaan psikis dan moral.

B. Kriteria Orang Tua Asuh
1. [bookmark: _Hlk120077412]Pengertian Kriteria
Pengertian kriteria menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disebut KBBI) adalah Ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu.[footnoteRef:41] Kriteria berasal dari bahasa inggris yaitu criterion yang berarti ukuran-ukuran yang dipakai untuk mempertimbangkan atau menentukan sesuatu. Makna kata ini bisa pula dipadukan dengan kata critic, pandangan atau ulasan mengenai sesuatu hal atau umumnya ditujukan untuk menunjukan sesuatu yang salah atau tak boleh ada. Dengan demikian kriteria adalah ukuran-ukuran yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menentukan pilihan. Selain merupakan hal-hal yang seharusnya tidak ada atau tidak melekat pada sesuatu yang dipilih atau dihasilkan. [41:  Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ed IV, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, (2012), 254.] 

Kriteria adalah standar penentuan atau aturan-aturan dasar yang mana alternative keputusan-keputusan diurutkan menurut keinginan kriteria itu sendiri, atau dengan kata lain kriteria adalah suatu istilah umum untuk meliputi konsep-konsep dari atribut dan sasaran[footnoteRef:42] [42: Dodi Darma Nuri, Kriteria dan Analisis Multikriteria, http://www.academia.edu/34827020/Pengertian_kriteria_dan_Analisis_Multikriteria. Diakses pada tanggal 01 agustus 2022, pukul 07.00.] 

2. Pengertian Orang Tua Asuh
Pengertian orang tua asuh menurut kamus besar bahasa Indonesia diartikan dengan orang yang membiayai (sekolah dan sebagainya) anak yang bukan anaknya sendiri atas dasar kemanusiaan.[footnoteRef:43] Sedangkan dalam keputusan bersama menteri sosial, menteri dalam Negara, mentri pendidikan dan kebudayaan dan mentri Agama Republik Indonesia bab 1 pasal 1 ayat (8) yang berbunyi : “Orang tua asuh adalah masyarakat, keluarga, dan perseorangan yang memberikan bantuan berupa biaya dan sarana kepada anak yang kurang mampu, anak  cacat dan anak yang bertempat tinggal diarea terpencil agar mereka dapat mengikuti pendidikan pada suatu pendidikan dasar dengan wajar dalam rangka wajib belajar.”[footnoteRef:44] [43:  Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 1999), 706.]  [44:  Departemen Sosial RI, keputusan bersama menteri sosial, mentri dalam negeri, mentri pendidikan dan kebudataan dan mentri agama RI, (Jakarta : Departemen Sosial RI, 1997), 6.] 

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Tahun 2017 tentang pelaksanaan pengasuhan anak. Orang tua asuh adalah suami isteri atau orang tua tunggal selain keluarga yang menerima kewenangan untuk melakukan pengasuhan anak yang bersifat sementara. Pelaksanaan pengasuhan anak bertujuan untuk memenuhi pelayanan dasar dan kebutuhan setiap anak akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, kesejahteraan dan hak-hak sipil anak dan diperoleh kepastian pengasuhan yang layak bagi setiap anak.
Menurut Ary H Gunawan, orang tua asuh adalah perorangan atau keluarga atau masyarakat yang bertindak selaku orang tua atau wali anak kurang mampu dengan memberikan bantuan biaya pendidikan atau sarana belajar, agar mereka dapat mengikuti pendidikan pada lembaga pendidikan tingkat dasar dalam rangka wajib belajar.[footnoteRef:45] [45:  Ary H Gunawan, Kebijakan-Kebijakan Pendidikan Di Indonesia,(Jakarta : Bumu Aksara, 1986), 123.] 

Orang tua asuh adalah suami istri atau orang tua tunggal selain keluarga yang menerima kewenangan untuk melakukan pengasuhan anak yang bersifat sementara. Orang tua asuh atau dapat dikenal juga dengan foster care menjadi salah satu pilihan pengasuham alternatif bagi anak yang berada dalam kondisi tidak memungkinkan diasuh oleh orang tua maupun keluarga besarnya. Sampai anak mendapatkan pengasuhan permanen demi kepentingan terbaik bagi anak.
Berdasarkan beberapa pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa orang tua asuh adalah perorangan, keluarga, atau masyarakat yang mampu dan siap untuk menjadi orang tua wali bagi anak kurang mampu atau kurang beruntung dengan memberikan biaya dan sarana agar mereka dapat mengikuti pendidikan dasar dalam rangka wajib belajar. Dan dalam hal ini yang dimaksud dengan orang tua asuh adalah orang dewasa yang berusia minimal 27 tahun dan atau sudah menikah yang secara sukarela serta memiliki keterampilan dalam mengasuh seperti yang telah ditetapkan.
3. Peran Orang Tua Asuh
Didalam kamus besar bahasa Indonesia peran ialah perangkat tinkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Menurut Peter Salim, orang tua adalah “ayah dan ibu kandung.[footnoteRef:46] Hasbullah juga mengatakan bahwa orang tua adalah “tempat mengantungkan diri bagi anak secara wajar”.[footnoteRef:47] Sedangkan yang dimaksud dengan orang tua asuh yaitu orang-orang yang terlibat dalam kegiatan mengurus dan mengasuh anak yatim. [46:  Peter Salim, Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontmporer, (Jakarta :  Modern English Press, 1999), 1061.]  [47:  Hasbullah, Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan, (Jakarta : Rajawali Press, 1999), 39.] 

Penjelasan diatas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan orang tua asuh adalah orang-orang yang secara langsung berinteraksi dan memberikan perhatian untuk mengasuh anak-anak yatim. Menjadi orang tua asuh disini tidak semata-mata mengasuh beberapa anak yatim dirumah sendiri, melainkan bisa juga menitipkan mereka kepondok pesantren maupun panti asuhan. Mereka masih tetap bisa disebut sebagai orang tua asuh yang memperhatikan segala kebutuhan anak-anak asuh seperti membiayai pendidikannya hingga selesai.
Menurut Sofyatun, yang dikutip oleh Nur Iqrima mengatakan bahwa begitu pentingnya peran orang tua asuh dalam perkembangan dan pertumbuhan anak maka fungsi keluarga haruslah tercukupi agar perkembangan serta pertumbuhan anak dapat berkembang dengan baik dan tidak terjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan. Sedangkan Peranan Panti Asuhan atau biasa disebut sebagai orang tua asuh adalah mencoba menggantikan fungsi keluarga yang telah gagal dan kehilangan parannya sebagai pembentuk watak, mental spiritual anak yang bertujuan membimbing, mendidik, mengarahkan, dan mengatur perilaku anak-anak asuhnya agar menjadi seseorang yang mandiri dan berguna bagi masyarakatt, bangsa dan negara.[footnoteRef:48] [48:  Nur Iqrima, Sulistya Rini, Izar, Peran Pengurus Panti Asuhan Dalam Menunjang Keberlanjutan Pendidikan Anak Di Panti Asuhan Nurul Hamid, Diakses tanggal 21 mei 2022, pukul 20.43 WIB.] 

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa peran orang tua asuh tidaklah jauh berbeda dari peran orang tua pada umumnya, dimana orang tua asuh merupakan pengganti orang tua kandung yang mempunyai kewajiban mendidik anak-anak asuh agar tidak melakukan perbuatan yang tercela dan melanggar aturan-aturan agama. Dari peran yang dilakukan oleh orang tua asuh tersebut diharapkan anak-anak yang diasuh tersebut tidak merasa kehilangan sosok keluarga yang menjadi panutan, tempat perlindungan, dan juga tempat mendapatkan kasih sayang untuk perkembangan jiwa dan agamanya menuju akhlak yang lebih baik.
Allah SWT berfirman :
يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَاَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوْهُمْۚ وَاِنْ تَعْفُوْا وَتَصْفَحُوْا وَتَغْفِرُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ١٤ اِنَّمَآ اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۗوَاللّٰهُ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ١٥
Artinya : “Hai orang-orang mukmin, sesungguhnya diantara isteri-isterimu dan ank-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka) Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan disisi Allah-lah pahala yang besar” (QS. At-Taghabun :14-15).
Ayat diatas menjelaskan bahwa kadang-kadang isteri atau anak dapat menjerumuskan suami atau ayahnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarka agama. Anak-anak dan istri mer1upakan cobaan bagi seorang ayah. Tetapi, jika seorang ayah dapat membimbing keluarganya kejalan yang benar maka akan diganjar oleh Allah dengan pahala yang besar. Kewajiban menjaga keluarga ini tidak hanya saja menjadi kewajiban seorang ayah saja, tetapi kewajiban semua anggota keluarga. Allah SWT berfirman dalam Al-Qura’an yang berbunyi :
يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰۤىِٕكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَآ اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ٦
Artinya : “Hai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada merka dan selalu mengerjakan apa yang diperintah” (QS. At-Tahrim : 6).
Orang tua yang bertugas mengasuh dan mendidik anak-anak disyaratkan dapat menjaga etika, agama, akhlaknya. Ia juga disyaratkan mampu untuk melakukan segala urusan yang berhubungan dengan anak-anak. Anak-anak cenderung mencontoh apa yang dilihat disekelilingnya, jika mereka berada dalam lingkungan sosial yang baik, maka kemungkinan besar sikap merekapun juga baik, begitu pula sebaliknya.
4. Kriteria Anak Asuh dan Persyaratan Orang Tua Asuh
Anak Asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan,pemeliharaan, perawatan, pendidikan dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orag tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.
Kriteria anak asuh meliputi :
a. Anak Terlantar;
Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
b. Anak dalam asuhan keluarga yang tidak mampu melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai orang tua;
c. Anak yang memerlukan perlindungan khusus;
Anak yang memerlukan perlindungan khusus adalah anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, dan anak terekploitasi, mencakup eksploitasi ekonomi dan/atau seksual anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alcohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak koraban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran. 
d. Anak yang diasuh oleh lembaga asuhan anak.
Persyaratan orang tua asuh terdapat dalam Pasal 19, meliputi :
Pasal 19
1) Persyaratan yang harus dipenuhi oleh orang tua asuh meliputi :
Warga Negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia;
a. Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
b. Sehat fisik dan mental dibuktikan dengan keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah yang dikelola oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
c. Surat keterangan catatan kepolisian;
d. Beragama sama yang dianut Anak;
e. Memiliki kopetensi dalam mengasuh anak dengan lulusan seleksi dan verifikasi untuk calon orang tua asuh;
f. bersedia menjadi orang tua asuh yang dinyatakan dalam surat bermaterai; dan
g. Membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak, atau penerapan hukum fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin yang dinyatakan dalam surat pernyataan bermaterai diketahui oleh rukun tetangga dan rukun warga atau nama lain di lingkungan setempat.
2) Warga Negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
a. Suami isteri; dan
b. Orang tua tunggal.
3) Suami Isteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a salah satunya dapat berstatus warga negara asing.
4) Orang tua tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan seseorag berstatus tidak menikah atau janda/duda.
5. Tugas dan Kewajiban Orang Tua Asuh
Tugas dan kewajiban orang tua juga terdapat dalam Pasal Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan
d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.
2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[footnoteRef:49] [49:  Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.] 

Begitupun dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai hak dan kewajiban antara orang tua dan anak.
1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.[footnoteRef:50] [50:  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.] 



C. Maqāșhid syarī’ah 
1. Pengertian Maqāșhid syarī’ah 
Maqāșhid syarī’ah (مقاصد الشريعة) terdiri dari dua kata, yaitu Maqāșhid (مقاصد) dan syarī’ah (الشريعة). Dalam pembahasan ini kita akan bahas pengertian masing-masing kata terlebih dahulu, sebelum nantinya kita bahas pengertian ketika keduanya disatukan membentuk istilah baru.
a. Maqāșhid  
Kata Maqāșhid (مقاصد) adalah bentuk jamak dari bentuk tunggal Maqāșhid   (مقصذ) dan (مقاصد), keduanya berupa masdar mimi (مصدرميمي) yang punya bentuk fi‟il madhi qashada (قصذ ).
Secara bahasa maqāșhid   ini punya beberapa arti, diantaranya al-I’timad (الاعتماد), al-um (الام), ityan asy-syai’ (اتيان الشيء), dan juga istiqamatu at-tariq (استقامة الطربق).[footnoteRef:51] [51: Ahmad Sarwat, Maqāșhid   Syarī’ah , (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 10.] 

Selain dari makna di atas, ibn al-Manzur, menambahkan dengan al-kasr fi ayy wajhin kana (memecahkan masalah dengan cara apapun), misalnya pernyataan seseorang qashadtu al-ud qashdan kasartuhu(aku telah menyelesaikan sebuah masalah, artinya aku sudah pecahkan masalah itu dengan tuntas).[footnoteRef:52] [52: Busyro, Maqāșhid   Al-Syarī’ah , (Jakarta: Kencana, 2019), 6-7.] 

Berdasarkan makna-makna di atas dapat disimpulkan, bahwa kata al-qashd, dipakaikan untuk pencarian jalan yang lurus dan keharusan berpegang kepada jalan itu. Kata al-qashd itu juga dipakaikan untuk menyatakan bahwa suatu perbuatan atau perkataan mestilah dilakukan dengan memakai timbangan keadilan, tidak berlebih-lebihan dan tidak pula selalu sedikit, tetapi diharapkan mengambil jalan tengah. Pemakaian makna tidak berlebih-lebihan dan tidak terlalu longgar dalam memaknai nash. Dengan demikian, maqāșhid   adalah sesuatu yang dilakukan dengan penuh pertimbangan dan ditujukan untuk mencapai sesuatu yang dapat mengantarkan seseorang kepada jalan yang lurus (kebenaran), dan kebenaran yang didapatkan itu mestilah diyakininya serta diamalkannya secara teguh. Selanjutnya dengan melakukan sesuatu itu diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya dalam kondisi apapun.[footnoteRef:53] [53: Busyro, Maqāșhid   Al-Syarī’ah , 7.] 

b. Syarī’ah 
Kata syarī’ah  secara bahasa bisa kita awali dari kamus-kamus bahasa arab bermakna ad-din (الدين), al-millah (الملة),al-minhaj (المنهاج), at-thariqah (الطريقة), dan as-sunnah (السنة).[footnoteRef:54] [54: Ahmad Sarwat, Maqāșhid   Al-Syarī’ah , 14.] 

Adapun kata syarī’ah  secara bahasa berarti maurid al-maalladzi tasyra‟u fihi al-dawab (tempat air mengalir, di mana hewan-hewan minum dari sana). Seperti dalam hadis Nabi, fa asyra‟a naqatahu, artinya adkhalaha fi syarī’ah  al-ma (lalu ia memberi minum untanya, artinya ia memasukkan unta itu ke dalam tempat air mengalir). Kata ini juga berarti masyra‟ah al-ma (tempat tumbuh dan sumber mata air), yaitu mawrid al-syaribah allati yasyr’uha al-nas fayasyribuhu minha wa yastaquna (tempat lewatnya orang-orang yang minum, yaitu manusia yang mengambil minuman dari sana atau tempat mereka mengambil air).[footnoteRef:55] [55: Busyro, Maqāșhid   Al-Syarī’ah , 7.] 

Pemakaian kata al-syarī’ah dengan pengertian di atas diantaranya berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. Al-jaatsiyah: 18 yang berbunyi: 
ثُمَّ جَعَلْنٰكَ عَلٰى شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْاَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاۤءَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ١٨
Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. (QS. Jaatsiyah; 18).
Pemakaian kata al-syarī’ah  dengan arti tempat tumbuh dan sumber mata air bermakna bahwa sesungguhnya air merupakan sumber kehidupan manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Demikian pula halnya dengan agama Islam merupakan sumber kehidupan setiap muslim, kemaslahatannya, kemajuannya, dan keselamatannya, baik di dunia maupun di akhirat. Tanpa syarī’ah  manusia tidak akan mendapatkan kebaikan, sebagaimana ia tidak mendapatkan air untuk diminum. Oleh karena itu, syariat Islam merupakan sumber setiap kebaikan, pengharapan, kebahagiaan, baik dalam kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat nanti.
Dengan demikian, maqāșhid   al-syarī’ah  artinya adalah upaya manusia untuk mendapatkan solusi yang sempurna dan jalan yang benar berdasarkan sumber utama ajaran Islam, al-quran dan Hadis Nabi SAW.
Secara terminologi, Al-Ghazali misalnya, di dalam Al-Mustashfa hanya menyebutkan ada lima Maqāșhid syarī’ah, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Namun tidak menyebutkan definisinya, namun belum mencakup keseluruhannya.[footnoteRef:56] [56: Ahmad Sarwat, Maqāșhid   Syarī’ah. 18.] 

Namun demikian, definisi Maqāșhid syarī’ah  hanya akan kita temukan hanya akan kita temukan pada karya ulama modern.
1) Ibnu Asyur
Di antara ulama modern adalah Ibnu Asyur (w. 1393 H).. Maqāșhid syarī’ah  beliau di definisikan ada dua macam, yaitu umum dan khusus.
Definisi Maqāșhid syarī’ah  yang umum menurut Ibnu Asyur :	
المعاني والحكم الملحوضظة للشرع في جميع احوال التشريع او معظمها
Artinya : “Sejumlah makna dan hikma yang disimpulkan bagi pembuat syarī’ah  pada semua syarī’ah  atau sebagian besarnya”.[footnoteRef:57] [57: Ibnu asyur, maqasid syarī’ah , 51] 

Sedangkan definisi secara khusus adalah :
الكيفيات المقصودة للشارع لتحقيق مقاصد الناس النافعة او لحفظ مصلحتهم العامة في تصرفاته الحاصة 
Artinya : “Maqasid syarī’ah  adalah hal-hal yang berkenaan dengan syari’ (Allah) untuk merealisasikan tujuan-tujuan manusia yang bermanfaat, atau untuk memelihaara kemaslahatan umum umat dalam tindakan-tindakan mereka secara khusus”.[footnoteRef:58] [58: Ibnu asyur, Maqasid Syarī’ah ,51] 

2) ‘Allal Al-Fasi
‘Allal Al-Fasi (w. 1974 M) membuat definisi Maqāșhid syarī’ah  adalah:
مقاصد الشريعة هي الغاية منها والاسرار التي وضعها الشارععند كل حكمم من احكامه
Artinya : “Maqasid syarī’ah  adalah tujuan syarī’ah  dan rahasia yang di tetapkan oleh syari’ yaitu Allah SWT pada setiap hukum-hukum yang ditetapkan-Nya”.[footnoteRef:59]. [59: Bosyro, Maqasid  Syarī’ah  Pengetahuan Mendasar Memahami Maslahah, (Jakarta: kencana, 2019), 10] 

3) Ar-Raisuni
المعايات التي وضعت الشريعة لاحل تحقيقها المصلحة العباد
Artinya : “Maqasid syarī’ah  adalah tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh syarī’ah  demi untuk kemaslahatan hamba”.[footnoteRef:60] [60: Raisuni, Nazhariyah Al-Maqasid `Inda Asy-Syathibi,7] 

4) Wahbah Az-Zuhaili
المعاني والاهداف الملحوظة في جميع احكامه او معظمها او الغاية من الشريعة الاسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من احكامعا
Artinya : “Maqasid syarī’ah  yaitu berupa makna-makna serta sasaran-sasaran yang disimpulkan pada semua hukum atau pada kebanyakannya, atau tujuan dari syariat serta rahasia-rahasia yang ditetapkan syari’ (Allah) pada setiap hukum dari hukum-hukum-Nya”.[footnoteRef:61] [61: Wahbah Az-Zuhaili, Ushul Fiqih Islam,17] 

Berdasarkan definisi-definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa maqāșhid   al-syarī’ah  itu adalah rahasia-rahasia dan tujuan akhir yang hendak diwujudkan oleh Syar‟idalam setiap hukum yang ditetapkanNya.[footnoteRef:62]Dengan demikian, maqāșhid   al-syarī’ah  itu merupakan tujuan dan kiblat dari hukum syara‟, dimana semua mujtahid harus menghadapakan perhatiannya ke sana. Salah satu prinsip yang dikedepankan dalam maqāșhid syarī’ah adalah mengambil jalan tengah dan tidak berlebih-lebihan dalam mengaplikasikannya, karena maslahah yang akan diwujudkan itu harus mengacu kepada wahyu, tidak semata-mata hasil pemikiran semata.[footnoteRef:63] [62: Busyro, Maqāșhid   Syarī’ah , 11.]  [63: Busyro, Maqāșhid   Syarī’ah , 13.] 

Keberadaan maqāșhid syarī’ah , sebagai sebuah teori hukum, juga berawal dari kesepakatan mayoritas ulama dan mujtahid (ijma‟). Dari sisi ijma‟ dapat dilihat ulama-ulama salaf dan khalaf, dari dahulu sampai sekarang, menyepakati bahwa syariat Islam itu mengandung kemudahan dan meniadakan taklif yang tidak disanggupi oleh umat.
Maqāșhid syarī’ah  yang merupakan penelusuran terhadap tujuan-tujuan Allah SWT dalam menetapkan hukum, mesti mendapatkan perhatian yang besar. Dari sisi logika berpikir, ketika tujuan-tujuan tersebut diketahui oleh mujtahid, atas dasar itulah dilakukan pemahaman hukum Islam dan untuk selanjutnya digunakan dalam pengembangan hukum Islam dalam rangka menjawab permasalahan hukum Islam yang baru. Hal ini mengingat terbatas dalil-dalil hukum yang terdapat dalam Al-Qur’an dan Sunnah Nabi SAW, sedangkan permasalahan yang dihadapi umat tidak pernah habis-habisnya. Tanpa mengetahui maqāșhid syarī’ah hukum Islam akan mengalami stagnasi dan dikhawatirkan penetapan hukum tidak akan mencapai sasaran yang diinginkan oleh Allah SWT, dan lebih lanjut tidak akan mempunyai nilai yang digariskan dalam prinsip-prinsip hukum Islam itu sendiri.
2. Peran Maqāșhid syarī’ah  Dalam Kehidupan
Maqāșhid syarī’ah  adalah suatu cabang ilmu yang memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Tanpa kehadiran ilmu tersebut, manusia akan kehilangan arah dalam menentukan tujuan disyariatkannya suatu hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Diantara peran Maqāșhid syarī’ah  dalam kehidupan manusia adalah :
1. Maqāșhid syarī’ah  dapat membantu mengetahui hukum-hukum yang bersifat umum (kuliyyah) maupun khusus (juz’iyyah).
1. Mengetahui nash-nash syar’i secara benar dalam tatanan praktek.
1. Membatasi makna lafadz yang dimaksud secara benar, karena nash yang berkaitan dengan hukum sangat variatif baik secara lafadz maupun maknanya, maka Maqāșhid syarī’ah  berperan dalam membatasi makna tersebut.
1. Ketiak tidak terbapat dalil al-Qur’an maupun Sunnah dalam masalah-masalah kontemporer, maka para mujtahid menggunakan Maqāșhid syarī’ah  dalam istinbath hukum setelah mengkombinasikan dengan ijtihad, istihsan, istislah, dan sebagainya.
1. Maqasid syarī’ah  membantu mujtahid untuk mentarjih sebuah hukum yang terkait dengan perbuatan seorang hamba sehingga menghasilkan hukum yang sesuai dengan kondisi masyarakat.
Adapun contoh penerapan Maqāșhid syarī’ah  dalam hukum syariat Islam adalah ketika Utsman bin Affan melakukan pengumpulan al-Qur’an dalam satu mushaf. Hal tersebut dilakukan karena suatu alasan dan menurut maqasid syarī’ah . Pada awalnya Rasulullah melarang penelitian al-Qur’an karena khawatir akan tercampunya antara al-Quran dan Sunnah. Akan tetapi setelah illat itu hilang dan banyaknya para penghafal al-Qur’an yang wafat dalam peperangan, akhirnya Utsman berinisiatif mengumpulkan ayat-ayat tersebut dalam kesatuan yang utuh (mushaf). Selain dari contoh diatas banyak juga kejadian pada masa ulama terdahulu yang menggunakan konsep maqasid syarī’ah  serta mendapatkan maslahat bagi kehidupan. 
3. Pembagian Maqāșhid syarī’ah 
Sebagai tolak ukur untuk menentukan manfaat dan mafsadat suatu yang dilakukan oleh umat manusia serta menjadi tujuan pokok pembinaan suatu hukum adalah apa yang menjadi dasar kebutuhan bagi kehidupan manusia, kebutuhan manusia itu bertingkat-tingkat yaitu kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Berdasarkan tingkat kepentingannya maqasid syarī’ah  dapat dibagi berdasarkan beberapa klasifikasi:
a. Pengaruh Terhadap Kemaslahatan Bagi Kehidupan Manusia
Menurut Imam Asy-Syatibi berdasarkan tingkat kemaslahatan bagi umat Islam maqasid syarī’ah  terbagi menjadi tiga tingkatan yaitu, dharuriyat, hajiyat dan tahsiniyat.
1) Dharuriyyat 
Dharuriyat adalah kebutuhan esensial yang merupakan kebutuhan pokok, utama atau paling mendasar dalam kehidupan manusia (kebutuhan primer) baik menyangkut memeliharaan kemaslahatan agama ataupun kemaslahatan dunia. Apabila kemaslahatan tersebut tersebut tidak terpenuhi, akan mengakibatkan mafsadah (kerusakan ataukemudharatan) sehingga dari hal ini dapat menyebabkan kehidupan manusia menjadi rusak atau cacat. Sedangkan Imam Asy-Syatibi memberikan definisi mengenai dharuriyyah adalah sesuatu yang harus ada dalam rangka menegakkan masalah agama dan dunia, dimana jika tidak ada maka masalah duniawi tidak akan tegak malah akan rusak.Imam al-Ghazali menyebutkan ada lima hal yang termasuk dalam tingkatan ini, yaitu memelihara agama (hifz al-din), memelihara jiwa (hifz al-nafs), memelihara akal (hifz al-aql), memelihara keturunan (hifz al-nasl), memelihara harta (hifz al-mal).
2) Hajiyyat
Hajiyat adalah maslahat yang bersifat pendukung (sekunder), di mana bila tidak terwujudkan tidak akan sampai mengancam keselamatannya namun akan mengalami kesulitan. Hajiyat yang dimaksud menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok lebih baik lagi. Dengan kata lain hal-hal yang diperlukan manusia dengan tujuan suatu keringanan, lapang, nyaman, dalam menanggung kesulitan-kesulitan yang harus dipikul dalam mengarungi kehidupan.
Dalam hal ini ibarat perumpamaan Islam mensyariatkan beberapa hukum rukhsah (keringanan) merupakan sebagai bentuk kepedulian syariat Islam terhadap kebutuhan ini, Islam mensyariatkan beberapa hukum rukhsah (keringanan) dalam hal ibadah. Misalnya seperti Islam memperbolehkan tidak berpuasa bagi orang yang sedang berperjalanan jauh dengan syarat diganti dan sama demikian juga dengan orang yang sakit boleh tidak berpuasa dengan syarat diganti saat dia sudah sembuh. 
3) Tahsiniyat
Tahsiniyat adalah tingkat kebutuhan apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok dasar diatas dan tidak pula menimbulkan kesulitan, tingkat kebutuhan ini merupakan kebutuhan pelengkap.Tahsiniyat ini juga dapat disebut suatu yang diperlukan untuk menjadikan kehidupan lebih indah dan harmonis yang dapat menghiasi kehidupan sosial dn menjadikan manusia mampu menjalankan kehidupan secara lebih baik. Contohnya adalah kebiasan-kebiasaan baik yang bersifat umum maupun khusus. Ibnu Asyur mengatakan maslahat ini tidak perlu diragukan lagi hujjiyahnya karena cara penetapannya sama dengan qiyas.
b.  Maslahat yang Berkaitan Dengan Komunitas (Jama’ah) atau Individu (Perorangan)
Berdasarkan maslahat yang mencakup maslahat komunitas dan maslahat individu, maslahat dibagi menjadi dua macam yaitu, kulliyah dan juz’iyah.
1) Maslahat kulliyah yaitu maslahat yang bersifat universal yang kebaikan dan manfaatnya kembali kepada orang banyak. Contoh: membela negara dari serangan musuh, dan menjaga hadits dari usaha pemalsuan.
2) Maslahat juz’iyah yaitu maslahat yang bersifat perorangan atau individu, seperti pensyariatan berbagai bentuk muamalah.
c.  Maslahat Dipandang dari Kekuatan Dalil yang Mendukungnya
Adapun dilihat dari kekuatan hukumnya, maslahat dibagi menjadi tiga, qath’iyyah, zhanniyyah, wahmiyyah.
1) Maslahat yang bersifat qath’iyyah yaitu suatu yang diyakini membawa kemaslahatan karena didukung oleh dalil-dalil yang tidak mungkin lagi di takwil. Contoh dari maslahat ini seperti kemudahan, menghilangkan kesulitan, keamanan, terjaganya kehormatan, kepemilikan harta dan hak untuk mendapatkan keadilan.
2) Maslahat yang bersifat zhanniyyah yaitu maslahat yang diputuskan oleh akal, atau maslahat yang ditunjuk oleh dalil zhanniyyah dari syara’.
3) Maslahat yang bersifat wahmiyyah, yaitu maslahat atau kebaikan yang dikhayalkan akan bisa dicapai, padahal kalau direnungkan lebih dalam justru yang akan terjadi adalah mudharat dan mafsadat.
4. Lima Unsur Pokok Maqāșhid syarī’ah 
Sebagaimana diketahui bahwa lima unsur atau disebut uṣūl al-khamsah merupakan bagian dari kebutuhan al-ḍarurīyah, sehingga memelihara kelima unsur itu adalah mutlak dilakukan. Di antara ulama ada yang berbeda mengurutkan kelima unsur (uṣūl al-khamsah) pokok itu. Imam al-Ghazālī memulai dari pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.[footnoteRef:64] Imam al-Rāzi memiliki versi yang berbeda. Ia mengurutkan kelima unsur pokok di atas yang dimulai dari memelihara jiwa, harta, keturunan, agama, dan akal.[footnoteRef:65] Al-Amidī mengurutkan mulai dari pemeliharaan agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Beda lagi dengan al-Shātībī, ia mengurutkan kelima pokok tersebut yaitu memelihara agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal.[footnoteRef:66] [64:  Abdul Helim, Maqāșhid   Al-Syari’ah versus Ushul Al-Fiqh, (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2019), 24.]  [65:  Al-Razi, Al-Mahsul fi ‘Iim al-ushul, 160.]  [66:  Al-Shatibi, al-Muwafaqat, 20.] 

Terlepas dari perbedaan urutan penyebutan kelima pokok itu, yang jelas perbedaan ini menunjukkan bahwa kelima pokok tersebut memiliki kedudukan yang sama dan peran yang sama pula, sehingga tidak ada yang lebih diutamakan dari yang lainnya. Semuanya tergantung dengan persoalan-persoalan yang dihadapi yang terikat dengan situasi dan kondisi tertentu, sehingga berpikir dan berpaham kontekstual mutlak dimiliki seorang pengkaji hukum Islam (mujtahid). Hal ini tidak lain agar kemaslahatan yang hakiki dan universal dapat diwujudkan.
a. Pemeliharaan Agama (Muḥāfaẓah al-Dīn)
Dalam agama terkumpul ajaran-ajaran yang berkaitan dengan akidah, ibadah, hukum-hukum yang disyariatkan Allah kepada manusia. Semua terangkum dalam rukun iman dan rukun Islam. Dengan melaksanakan semua ketentuan ini menjadikan manusia disebut sebagai orang yang menjalankan kehendak al-shāri’ dan termasuk memelihara agama.
Salah satu contoh tentang pemeliharaan agama adalah shalat. Shalat adalah kewajiban bagi setiap umat Islam, sehingga kedudukan shalat pun berada di kebutuhan al-ḍarurīyah (primer), tanpa melaksanakan shalat status keIslaman seseorang sangat dipertanyakan, bahkan bukan termasuk beragama Islam. Selanjutnya pada tingkat kebutuhan al-ḥājīyah (sekunder), demi terlaksananya shalat ini dengan baik dibutuhkan berbagai fasilitas seperti mesjid. Tanpa mesjid pun shalat bisa dilaksanakan bahkan dimana pun asalkan tempatnya suci shalat dapat dilakukan tetapi hanya menyulitkan bagi yang melaksanakannya.[footnoteRef:67] Adapun untuk memenuhi kebutuhan al-taḥsinīyah (tersier) adalah mesjid yang difasilitasi berbagai hal seperti ruangan yang luas, tempat wudhu yang memadai, kipas angin bahkan yang berAC dan sebagainya. [67:  Yudian Wahyudi, Ushul Fikih Versus Hermeneutika (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007) 46.] 

b. Pemeliharaan Jiwa (Muḥāfaẓah al-Nafs)
Upaya untuk memelihara jiwa (diri) dan berlangsungnya kehidupan manusia, Islam mewajibkan untuk mencapai tegaknya jiwa, yaitu terpenuhinya makanan pokok, minuman, pakaian, tempat tinggal. Ada juga tentang hukum al-qiṣāṣ (hukuman setimpal), al-diyah (denda), al-kaffārah (tebusan) terhadap orang yang menganiaya jiwa. Dikenakan hukum haram bagi orang yang mengarahkan atau menggunakan jiwa kepada kerusakan dan wajib bagi setiap orang menjaga jiwanya (diri) dari bahaya.[footnoteRef:68] [68:  Khallaf, ilmu ushul, 201.] 

Salah satu contoh tentang pemeliharaan jiwa adalah makan. Makan sangat penting oleh tubuh dan untuk hidup manusia, sehingga makan pun termasuk kebutuhan al-ḍarurīyah (primer). Adapun pada tingkat kebutuhan al-ḥājīyah (sekunder) yaitu makan sebanyak dua atau tiga kali sehari. Disamping itu dibutuhkan pula peralatan masak seperti kompor. Tanpa kompor, manusia bisa saja memasak dengan cara yang lain, hanya saja cukup menyulitkan jika selalu membuat perapian yang bahan utamanya kayu, sementara kayu sendiri di masyarakat perkotaan sulit diperoleh. Pemenuhan kebutuhan al-taḥsinīyah (tersier) dalam bidang ini misalnya memasak makanan menggunakan alat teknologi canggih dan menu yang dimakan pun memenuhi empat sehat lima sempurna.
c. Pemeliharaan Akal (Muḥāfaẓah al-’Aql)
Akal adalah anggota tubuh yang vital pada manusia. Dengan akal inilah manusia dapat membedakan, merasa dan mengetahui segala sesuatu yang dapat diraihnya baik sesuatu pada dirinya atau pun di luar dirinya. Hal ini karena akal bukan hanya sekedar sebagai anggota tubuh, tetapi ia juga merupakan gerak. Gerak akal inilah yang membuat ia mampu melakukan sesuatu melalui anggota tubuh yang lain.[footnoteRef:69] [69:  Jamal al-Din ‘Aṭiyah, Naḥwa Taf’īl Maqaṣhid al-Shar‘ah (Damaskus: Dār al-Fikr,2003), 143.] 

Salah satu contoh tentang pemeliharaan akal adalah kewajiban belajar memperoleh ilmu pengetahuan. Belajar sendiri adalah wajib dan kedu dukan belajar menempati kebutuhan al-ḍarurīyah (primer). Belajar yang kaitannya dengan kebutuhan al-ḥājīyah (sekunder) adanya tempat belajar seperti kelas, kursi dan meja serta papan tulis. Tanpa ada kelas, kursi dan meja, proses belajar tetap dapat dilaksanakan, tetapi hanya menyulitkan dalam kegiatan belajar mengajar. Adapun belajar yang ada kaitannya dengan kebutuhan al-taḥsinīyah (tersier) adalah lengkapnya fasilitas ruang belajar berikut pula dengan desain ruangan yang menyenangkan.
d. Pemeliharaan Keturunan (Muḥāfaẓah al-Nasl/al-Nasb)
Keturunan adalah generasi penerus bagi setiap orang. Oleh karena itu keturunan merupakan kehormatan (al-’rḍ) bagi setiap orang dan karena kedudukan keturunan inilah Islam sangat memperhatikan agar keturunan yang dilahirkan berasal dari hubungan yang jelas dan sah menurut agama dan negara. Dengan demikian, Islam melarang zina demi terpeliharanya keturunan.[footnoteRef:70] [70:  Hirzillah, al-Madkhal ila ‘ilm, 120.] 

Dalam Islam pemeliharaan keturunan hukumnya wajib karena itu untuk menghalalkan hubungan seksual Islam mewajibkan penyelenggaraan akad nikah yang sah. Akad nikah berkedudukan sebagai kebutuhan al-ḍarurīyah (primer) dan untuk memperkuat pengakuan terhadap akad nikah ini serta adanya kepentingan untuk perlindungan diri pada masa selanjutnya, maka dalam kebutuhan al-ḥājīyah (sekunder) pelaksanaan akad nikah harus diketahui dan dicatat oleh petugas yang berwenang. Tanpa pencatatan secara resmi akad nikah tetap sah, hanya saja tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap sehingga menimbulkan kesulitan baik kepada istri, anak dan termasuk pula kepada suami di kemudian hari. Adapun untuk kebutuhan al-taḥsinīyah (tersier) akad nikah ini diselenggarakan secara meriah untuk mengumpulkan keluarga besar dan handai taulan.
e. Pemeliharaan Harta (Muḥāfaẓah al-Māl)
Harta ini atau apapun yang ada di dunia ini pada hakikatnya milik Allah, sementara harta yang ada di tangan manusia hanya berupa pinjaman yang akan dipertanggungjawabkan di hari perhitungan kelak. Agar harta ini dapat dipertanggungjawabkan maka penggunaannya pun harus sesuai dengan yang ditentukan dalam Islam. Salah satu contoh yang berkaitan dengan pemeliharaan harta yang berkedudukan sebagai kebutuhan al-ḍarurīyah (primer) adalah wajibnya setiap orang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarga yang menjadi tanggung jawabnya. Namun sekecil apapun pekerjaan yang digeluti yang penting termasuk pekerjaan yang sah dengan hasil yang halal.
Untuk membantu kelancaran pekerjaan yang dilakukan, dibutuhkan alat atau peralatan lainnya sesuai dengan pekerjaan yang digeluti. Peralatan ini berkedudukan sebagai kebutuhan al-ḥājīyah (sekunder) dan tanpa peralatan pun pekerjaan yang digeluti dapat dilakukan tetapi menyulitkan bagi si pelaku dalam memaksimalkan perkerjaannya. Adapun kebutuhan al-taḥsinīyah (tersier) adalah terpenuhi dan lengkapnya fasilitas kerja sehingga target-target yang ditentukan dapat dicapai.

BAB III
PEMBAHASAN

A. Aturan Tentang Kriteria Orang Tua Asuh Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak

Pengasuhan anak menurut peraturan pemerintah nomor 44 tahun 2017 pasal 1 ayat 1 adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan akan kasih sayang, kelakatan, keselamatan dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan  demi kepentingan terbaik bagi anak. Dalam pengasuhan anak adanya orang tua asuh yang berperan penting dalam melakukan pegasuhan terhadap anak, orang tua asuh menurut Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2017 merupakan suami istri atau orang tua tunggal selain keluarga yang menerima kewenangan untuk melakukan pengasuhan anak yang bersifat sementara, artinya ada jangka waktunya. Sementara anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak  mampu menjamin tumbuh kembang anaknya secara wajar. Maksud dari kedua pengertian diatas bahwanya orang tua asuh merupakan orang tua tunggal atau orang lain selain keluarga, sedangkan anak asuh merupakan anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga pengasuhan anak 
Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus disebutkan dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak, yaitu :[footnoteRef:71] [71: Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak.] 

a. Anak dalam situasi darurat;
b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
f. Anak yang menjadi korban pornografi;
g. Anak dengan HIV/AIDS;
h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
i. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
j. Anak korban kejahatan seksual;
k. Anak korban jaringan terorisme;
l. Anak penyandang disabilitas;
m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.
Kriteria orang tua asuh dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak ditetapkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 16 Oktober 2017 di Jakarta. Kriteria orang tua asuh Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak diundangkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly pada tanggal 17 Oktober 2017 di Jakarta. Agar setiap orang mengetahuinya kriteria orang tua asuh dalam pasal 19 peraturan pemerintah nomor 44 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220.[footnoteRef:72] [72: http://www.hukumonline.com/kamus/o/orang-tua-asuh, Diakses tanggal 2 Juni 2022, pukul 00.01 WIB.] 

Penjelasan umum kriteria pengasuhan anak menurut peraturan pemerintah pelaksanaan pengasuhan anak yaitu, Anak sebagai penerus cita-cita bangsa diharapkan dimasa yang akan datang mampu memikul hak dan tanggung jawab tersebut. Untuk itu maka Anak memerlukan kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh kembang secara wajar baik jasmani, rohani maupun sosial, sehingga dapat terwujud Anak-Anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Namun demikian dalam masyarakat masih banyak Anak yang mengalami hambatan dalam pemenuhan hak Anak, termasuk untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Upaya perlindungan Anak perlu dilaksanakan sedini mungkin dimulai sejak Anak dalam kandungan sampai berusia 18 (delapan belas) tahun. Upaya ini merupakan tanggung jawab dari Orang Tua, Keluarga, negara, pemerintah, dan masyarakat.
Dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut, Orang Tua di lingkungan keluarga merupakan orang yang pertama berkewajiban dan bertanggung jawab atas Pengasuhan Anak, demi terwujudnya perlindungan dan kesejahteraan Anak. Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri kecuali ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Akan tetapi, demi kelangsungan tumbuh kembang dan kepentingan Anak itu sendiri perlu ada pihak-pihak lain yang melindungi.
Peralihan tanggung jawab pengasuhan Orang Tua kepada pihak lain ditujukan kepada Anak yang Orang Tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang Anaknya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
Peraturan Pemerintah ini dijadikan pedoman dalam pelaksanaan Pengasuhan Anak yang mencakup Ketentuan Umum, Pengasuhan Anak di luar Panti Sosial, Pengasuhan Anak di dalam Panti Sosial, Pengaduan dan Pelaporan, Bimbingan dan Pengawasan, dan Ketentuan Penutup. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan agar Pengasuhan Anak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mencegah terjadinya penyimpangan sehingga dapat memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan Anak, demi kepentingan terbaik Anak.
Kriteria anak asuh menurut pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan anak meliputi:
a. Anak terlantar;
b. Anak dalam asuhan keluarga yang tidak mampu melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai orang tua;
c. Anak dalam asuhan keluarga yang tidak mampu melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai orang tua;
d. Anak yang diasuh oleh Lembaga Asuhan Anak.
Pelaksanaan kriteria orang tua asuh bertujuan untuk memenuhi pelayanan dasar dan kebutuhan setiap Anak akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, kesejahteraan, dan hak-hak sipil Anak dan diperolehnya kepastian pengasuhan yang layak bagi setiap Anak.
Dalam pasal 19 peraturan pemerintah nomor 44 tahun 2017, Kriteria dan persyaratan orang tua ialah sebagai berikut:
1. Merupakan warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia;
a. Berusia minimal 30 tahun dan maksimal 55 tahun; artinya orang yang telah dewasa.
b. Sehat secara fisik dan mental; artinya tidak berpenyakit
c. Memiliki Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
d. Beragama sama dengan agama yang dianut anak;
e. Memiliki kompetensi dalam mengasuh anak;
f. Bersedia menjadi orang tua asuh;
g. Tidak pernah melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak.
2. Kewajiban dan tanggung jawab orang tua asuh:
a. Mengasuh anak sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan bakat dan minatnya;
c. Mencegah terjadinya perkawinan anak pada usia anak;
d. Menumbuhkan karakter, nilai, dan budi pekerti pada anak.
3. Jangka waktu menjadi orang tua asuh:
a. Anak berusia 18 tahun;
b. Anak melakukan reunifikasi/kembali dengan orang tua biologis;
c. Mengundurkan diri;
d. Melewati batas umur 55 tahun;
e. Melakukan tindak pidana;
f. Melakukan kekerasan, ekploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap anak;
g. Mengalami sakit fisik dan mental serta gangguan ekonomi yang menghilangkan kemampuan untuk melakukan pengasuhan anak;
h. Meninggal dunia.[footnoteRef:73] [73: Djiwandono, Sri Esti Wuryani, Konseling dan Terapi dengan Anak dan Orang Tua, Jakarta PT Grasindo, (2005), 22.] 

[bookmark: _GoBack]Dikutip dari sumber di internet, Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GNOTA) adalah sebuah organisasi sosial nirlaba, indepeden dan transparan yang di dirikan pada tanggal 29 mei 1996. GNOTA ini adalah sebuah gerakan inisiatif dari masyarakat untuk menjaga agar anak-anak Indonesia mendapatkan pendidikan dasar sebagai landasan meraih masa depan yang lebih baik.[footnoteRef:74] Berikut beberapa data orang tua asuh yang telah memenuhi syarat kriteria orang tua asuh: [74:  Yayasan Lembaga Gerakan Nasional (GNOTA), Orang Tua Asuh Khusus, 29 Mei 1996, http://www.gn-ota.or.id/orang-tua-asuh/. Diakses Tanggal 26 Juli 2022, pukul 01.00 WIB.] 

Data Orang Tua Asuh Periode Tahun 2021/2022
	NO
	NAMA ORANG TUA ASUH
	JUMLAH PROVINSI
	ANAK ASUH

	1
	ABDUL GANIE HANIFAH H
BAPAK
	2
	6

	2
	ABIGAIL SUSIANTI HARTANTO
IBU
	1
	4

	3
	AHMAD SHUKI
BAPAK
	2
	4

	4
	ADDEROSI KHOERUNNISA
IBU
	1
	1

	5
	ADITYA YUDHA KESUMA
BAPAK
	1
	1

	6
	ARDIANSYAH
BAPAK
	2
	2

	7
	AGAM NINDYA RAHDI
IBU
	1
	1



Berdasarkan tabel data orang tua asuh diatas, maka peneliti menyimpulkan untuk menjadi orang tua asuh itu harus memenuhi kriteria dan syarat menjadi orang tua asuh berdasarkan yang telah tercantum dalam peraturan pemerintah no 44 tahun 2017, Pasal 19 meliputi:
1) Persyaratan yang harus dipenuhi oleh orang tua asuh meliputi :
Warga Negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia;
a. Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
b. Sehat fisik dan mental dibuktikan dengan keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah yang dikelola oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
c. Surat keterangan catatan kepolisian;
d. Beragama sama yang dianut Anak;
e. Memiliki kopetensi dalam mengasuh anak dengan lulusan seleksi dan verifikasi untuk calon orang tua asuh;
f. bersedia menjadi orang tua asuh yang dinyatakan dalam surat bermaterai; dan
g. Membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak, atau penerapan hukum fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin yang dinyatakan dalam surat pernyataan bermaterai diketahui oleh rukun tetangga dan rukun warga atau nama lain di lingkungan setempat.
2) Warga Negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
a. Suami isteri; dan 
b. Orang tua tunggal.
3) Suami Isteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a salah satunya dapat berstatus warga negara asing.
4) Orang tua tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan seseorag berstatus tidak menikah atau janda/duda.
Kota Palembang salah satnya, sebagai Ibu Kota Provinsi Sumatera Selatan memiliki persoalan yang berkaitan dengan anak-anak di antaranya tentang anak jalanan[footnoteRef:75], anak terpapar gadget, anak yang menjadi alat untuk mengemis, pergaulan bebas anak, seks bebas anak, dan anak korban narkotika psikotropika.[footnoteRef:76] Kemudian berdasarkan data Dinas Sosial tahun 2017, masalah yang berkorelasi erat dengan anak adalah masalah kemiskinan, anak balita terlantar, anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum dan disabilitas.[footnoteRef:77] [75:  Bardasarkan Informasi yang disampaikan Dinas Sosial Kota Palembang, Perkiraan Anak Jalanan di Kota Palembang adalah berkisar 2000 orang, http://palembang.merdeka.com/halo-bandung/jumlah-anak-jalanan-di-palembang-sudah-berkurang-160813u.html. Diakses pada tanggal 10 Juni 2022, pukul 07.00 WIB.]  [76: http://www.pikiran-rakyat.com/palembang/2016/08/08/pemerintah-harus-total-benahi-masalah-anak-jalanan-376849. Diakses pada tanggal 10 Juni 2022, pukul 07.30 WIB.]  [77: http://wartapriangan.com/2017/03/03/tangani-masalah-pmks-dinsos-ciamis-berikan-penyuluhan-dan-pembinaan/. Diakses tanggal 10 Juni 2022, pukul 12.00 WIB.] 

Hal lain, yang dapat disampaikan dan berkorelasi erat dengan landasan sosiologis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak. Berikut ini adalah beberapa masukan dan pendapat yang diperoleh dari perkembangan masyarakat dan menjadi kebutuhan untuk diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  adalah:
1. Anak Unggul;
2. Anak Disabilitas;
3. Fasilitas Umum Ramah Anak;
4. Perlindungan anak sebagai sebuah sistem meliputi pencegahan, identifikasi dini, perlindungan tentang anak yang rentan (misal: keluarga dan lingkungan narkoba, pornografi, eksploitasi sosial, pengemis, pengamen);
5. Payung hukum bagi pemerintah desa/kelurahan untuk menerbitkan regulasi tentang anak;
6. Anak dan LGBT;
7. Rumah bagi anak yang baru saja keluar dari tahanan dan mendapat penolakan dari keluarga dan lingkungannya;
8. Koordinasi antar dinas;
9. Puskesmas ramah anak;
10. Pemenuhan gizi anak;
11. Pelatihan kerja bagi anak sebagai pengganti pidana denda;
12. Anak/Bayi yang dibuang oleh orang tuanya;
Dari penelitian diatas maka peneliti menyimpulkan, untuk menghindari permasalahan yang terjadi pada anak, maka perlu adanya pengasuhan yang dilakukan oleh orang tua yang tepat bagi anak, khususnya pelaksanaan pengasuhan anak oleh orang tua asuh berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 44 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak.

B. Aturan tentang kriteria orangtua asuh menurut PP nomor 44 tahun 2017 ditinjau dari Maqāșhid syarī’ah 
Pengasuhan Anak adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik bagi Anak. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.[footnoteRef:78] [78:  Lihat pasal 1, butir 1, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak] 

Lembaga Asuhan Anak adalah lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang melaksanakan fungsi Pengasuhan Anak baik milik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun milik masyarakat.[footnoteRef:79] Sedangkan Lembaga Pengasuhan Anak adalah lembaga kesejahteraan sosial yang memiliki kewenangan untuk melakukan proses pengusulan calon Orang Tua Asuh dan calon Anak Asuh.[footnoteRef:80] [79:  Lihat pasal 1, butir 3, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak.]  [80:  Lihat pasal 1, butir 4, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak.] 

Anak sebagai penerus cita-cita bangsa diharapkan dimasa yang akan datang mampu memikul hak dan tanggung jawab tersebut. Untuk itu maka Anak memerlukan kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh kembang secara wajar baik jasmani, rohani maupun sosial, sehingga dapat terwujud Anak-Anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Namun demikian dalam masyarakat masih banyak Anak yang mengalami hambatan dalam pemenuhan hak Anak, termasuk untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut, Orang Tua di lingkungan Keluarga merupakan orang yang pertama berkewajiban dan bertanggung jawab atas Pengasuhan Anak, demi terwujudnya perlindungan dan kesejahteraan Anak. Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri kecuali ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Akan tetapi, demi kelangsungan tumbuh kembang dan kepentingan Anak itu sendiri perlu ada pihak-pihak lain yang melindungi.
Peralihan tanggung jawab pengasuhan Orang Tua kepada pihak lain ditujukan kepada Anak yang Orang Tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang Anaknya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
Peraturan Pemerintah ini dijadikan pedoman dalam pelaksanaan Pengasuhan Anak yang mencakup Ketentuan Umum, Pengasuhan Anak di luar Panti Sosial, Pengasuhan Anak di dalam Panti Sosial, Pengaduan dan Pelaporan, Bimbingan dan Pengawasan, dan Ketentuan Penutup. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan agar Pengasuhan Anak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mencegah terjadinya penyimpangan, sehingga dapat memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan Anak, demi kepentingan terbaik bagi Anak
Merujuk pada bagaimana pandangan Maqāșhid syarī’ah  mengenai peraturan pemerintah tentang pelaksanaan pengasuhan anak terutama terhadap pengasuhan oleh orang tua asuh dalam peraturan pemerintah tersebut, seperti yang telah tertulis dalam Peraturan Pemerintah tersebut, bahwa Orang Tua Asuh adalah suami istri atau orang tua tunggal selain Keluarga yang menerima kewenangan untuk melakukan Pengasuhan Anak yang bersifat sementara. Sedangkan Anak Asuh adalah Anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena Orang Tuanya atau salah satu Orang Tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang Anak secara wajar.
Maqāșhid syarī’ah  artinya adalah tujuan-tujuan syariat dan rahasia-rahasia yang dimaksudkan oleh Allah dalam setiap hukum dari keseluruhan hukumnya untuk memberikan kemaslahatan manfaat bagi manusia berdasarkan sumber utama ajaran Islam, al-quran dan Hadis Nabi SAW. Tujuan syarī’ah  adalah merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dan menghilangkan kemudharatan. Hukum Islam melindungi lima kebutuhan hidup manusia atau yang biasa disebut dengan istilah Al-Maqāșhid syarī’ah al-khamsah, Imam al-Ghazālī memulai dari pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Hal ini tidak lain agar kemaslahatan yang hakiki dan universal dapat diwujudkan, yaitu :
1. Pemeliharaan Agama (Muḥāfaẓah al-Dīn)
Dalam agama terkumpul ajaran-ajaran yang berkaitan dengan akidah, ibadah, hukum-hukum yang disyariatkan Allah kepada manusia. Semua terangkum dalam rukun iman dan rukun Islam. Dengan melaksanakan semua ketentuan ini menjadikan manusia disebut sebagai orang yang menjalankan kehendak al-shāri’ dan termasuk memelihara agama.[footnoteRef:81] [81:  Khallaf, Ilmu Ushul, hlm 200.] 

Berkaitan dengan syarat kriteria menjadi orang tua asuh pada pasal 19 ayat 1 huruf e ialah orang tua asuh beragama sama dengan agama yang di anut anak, merujuk pada Maqāșhid syarī’ah artinya orang tua asuh tersebut beragama Islam sama dengan agama yang dianut anak yaitu agama Islam, maka dengan memberikan anak pendidikan agama Islam, pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak, tercapainya kemaslahatan manfaat bagi anak tersebut, merupakan memelihara agama. hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur’an Surat An-Nisa Ayat 141: 
وَلَنْ يَّجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰفِرِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ سَبِيْلًا ࣖ ١٤١
Artinya : Allah tidak akan memberikan jalan kepada orang kafir untuk menguasai orang mukmin.
Berdasarkan ayat Al-Qur’an tersebut menjelaskan Allah tidak memberikan jalan kepada orang kafir untuk menguasai orang mukmin, sesuai dalam pemeliharaan agama dalam pengasuhan anak oleh orang tua asuh maka harus seagama beragama Islam sama dengan anak.
2. Pemeliharaan Jiwa (Muḥāfaẓah al-Nafs)
Upaya untuk memelihara jiwa (diri) dan berlangsungnya kehidupan manusia, Islam mewajibkan untuk mencapai tegaknya jiwa, yaitu terpenuhinya makanan pokok, minuman, pakaian, tempat tinggal. Ada juga tentang hukum al-qiṣāṣ (hukuman setimpal), al-diyah (denda), al-kaffārah (tebusan) terhadap orang yang menganiaya jiwa. Dikenakan hukum haram bagi orang yang mengarahkan atau menggunakan jiwa kepada kerusakan dan wajib bagi setiap orang menjaga jiwanya (diri) dari bahaya.[footnoteRef:82] [82:  Yudian Wahyudi, Ushul Fiqh Versus Hermeneutika (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007), 46.] 

Berkaitan dengan syarat kriteria orang tua asuh pasal 19 ayat 1 huruf c, sehat fisik dan mental merupakan memelihara jiwa. Karena dalam mengasuh orang tua harus sehat jasmani dan rohaninya. Dengan cara memberi makanan yang bergizi, minuman yang bernutrisi, pakaian, dan tempat tinggal yang layak. Hal tersebut merupakan memelihara jiwa
3. Pemeliharaan Akal (Muḥāfaẓah al-’Aql)
Akal adalah anggota tubuh yang vital pada manusia. Dengan akal inilah manusia dapat membedakan, merasa dan mengetahui segala sesuatu yang dapat diraihnya baik sesuatu pada dirinya atau pun di luar dirinya. Hal ini karena akal bukan hanya sekedar sebagai anggota tubuh, tetapi ia juga merupakan gerak. Gerak akal inilah yang membuat ia mampu melakukan sesuatu melalui anggota tubuh yang lain.[footnoteRef:83] [83:  Jamal al-Din ‘Atiyah, Nahwa Taf’il Maqāșhid   al-Syari’ah (Damaskus: Dar al-Fikr, 2003), 143.] 

Berkaitan dengan kriteria orang tua asuh pasal 19 huruf f, memiliki kompetensi dalam mengasuh anak merupakan memelihara akal, dengan cara mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, contohnya memelihara dan mendidik anak agar tidak mendekati hal-hal yang bisa merusak akal anak tersebut, seperti minum minuman alkohol, karena akan merusak akal anak tersebut merupakan memelihara akal.
4. Pemeliharaan Keturunan (Muḥāfaẓah al-Nasl/al-Nasb)
Keturunan adalah generasi penerus bagi setiap orang. Oleh karena itu keturunan merupakan kehormatan (al-’rḍ) bagi setiap orang dan karena kedudukan keturunan inilah Islam sangat memperhatikan agar keturunan yang dilahirkan berasal dari hubungan yang jelas dan sah menurut agama dan negara. Dengan demikian, Islam melarang zina demi terpeliharanya keturunan.[footnoteRef:84] [84:  Khallaf, Ushul Fiqh, hlm 201.] 

Berkaitan dengan mencegah perkawinan pada usia anak pasal 19 huruf g, karena dalam pengasuhan anak, orang tua telah mengasuh, memelihara dan mendidik anak agar tidak menikah pada usia anak, karena untuk memelihara keturunan. Namun jika sudah dewasa anak tersebut boleh menikah supaya tidak mendekati zina demi terpeliharanya keturunan, merupakan memelihara keturunan, dengan cara menikah jika sudah cukup umurnya. 
5. Pemeliharaan Harta (Muḥāfaẓahal-Māl)
Harta ini atau apapun yang ada di dunia ini pada hakikatnya milik Allah, sementara harta yang ada di tangan manusia hanya berupa pinjaman yang akan dipertanggungjawabkan di hari perhitungan kelak. Agar harta ini dapat dipertanggungjawabkan maka penggunaannya pun harus sesuai dengan yang ditentukan dalam Islam. Salah satu contoh yang berkaitan dengan pemeliharaan harta yang berkedudukan sebagai kebutuhan al-ḍarurīyah (primer) adalah wajibnya setiap orang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarga yang menjadi tanggung jawabnya. Namun sekecil apapun pekerjaan yang digeluti yang penting termasuk pekerjaan yang sah dengan hasil yang halal.
Berkaitan dengan kriteria orang tua asuh pasal 19 ayat 1 huruf d, surat keterangan catatan kepolisian, tentu wajib orang tua asuh menjalankannya sebab suadah dicatat dalam surat keterangan kepolisian, dengan cara berkerja untuk memenuhi kebutuhan hidup dan keluarganya terutama kebutuhan anaknya, karena anak merupakan rahmatan lil’alamin, dengan cara bekerja dengan hasil yang halal merupakan memelihara harta dengan baik.
Jadi kesimpulannya, pengasuhan anak oleh orang tua asuh terutama pada syarat kriteria menjadi orang tua asuh, berdasarkan maqashdi asy-syari’ah ada lima kebutuhan hidup manusia yang memberikan maslahat manfaat bagi manusia, berdasarkan Al-Qur’an dan Hadits, yaitu Berkaitan dengan Pengasuhan anak oleh orang tua asuh, pada syarat kriteria menjadi orang tua asuh, orang tua asuh harus beragama sama dengan agama yang di anut anak, merujuk pada Maqāșhid syarī’ah  artinya orang tua asuh tersebut harus beragama Islam sama dengan agama yang dianut anak yaitu agama Islam, maka dengan memberikan anak pendidikan agama Islam, pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak, tercapainya kemaslahatan manfaat bagi anak tersebut, merupakan memelihara agama. Dengan cara memberikan pendidikan agama berdasarkan Al-Qur’an dan Hadits. Berkaitan menumbuhkembangkan anak secara optimal sesuai dengan kemampuan bakat dan minatnya dalam peraturan pengasuhan anak tersebut merupakan memelihara jiwa. Dengan cara memberi makanan yang bergizi, minuman yang bernutrisi, pakaian, dan tempat tinggal yang layak. Berkaitan dengan pengasuhan anak oleh orang tua asuh, dengan cara mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, contohnya memelihara dan mendidik anak agar tidak mendekati hal-hal yang bisa merusak akal anak tersebut, seperti minum minuman alkohol, karena akan merusak akal anak tersebut merupakan memelihara akal. Berkaitan dengan mencegah perkawinan pada usia anak, karena dalam pengasuhan anak, orang tua telah mengasuh, memelihara dan mendidik anak agar tidak menikah pada usia anak, karena untuk memelihara keturunan. Namun jika sudah dewasa anak tersebut boleh menikah supaya tidak mendekati zina demi terpeliharanya keturunan, merupakan memelihara keturunan, dengan cara menikah jika sudah cukup umurnya. Berkaitan dengan pengasuhan anak, tentu wajib orang tua harus berkerja untuk memenuhi kebutuhan hidup dan keluarganya terutama kebutuhan anaknya, karena anak merupakan rahmatan lil’alamin, dengan cara bekerja dengan hasil yang halal merupakan memelihara harta dengan baik.





BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan mengenai pengasuhan anak oleh orang tua asuh yang meliputi kriteria orang tua asuh dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Berdasarkan analisis penulis dari Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 Untuk memenuhi kriteria orang asuh, orang tua asuh perlu memahami kompetensi, metode dalam  mengasuh  anak. Anak merupakan penerus cita-cita bangsa, diharapkan dimasa yang akan datang mampu memikul hak dan tanggung jawabnya sendiri. Upaya perlindungan Anak merupakan bagian terpenting tanggung jawab dari orang tua asuh. Dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut, pemerintah perlu menetapkan peraturan pemerintah yang mengatur tentang kriteria orang tua asuh dalam Pelaksanaan Pengasuhan Anak. Kriteria orang tua asuh dalam Peraturan Pemerintah ini dijadikan pedoman dalam pelaksanaan Pengasuhan Anak oleh orang tua asuh kepada anak asuh.
2. Berdasarkan penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tersebut, tinjauan dari Maqāșhid syarī’ah mengenai peraturan pemerintah tentang pelaksanaan pengasuhan anak terutama khususnya peraturan kriteria orang tua dalam peraturan pemerintah tersebut, peraturan ini merupakan tindakan untuk menjauhi dari hal-hal yang mengancam kesulitan yang memenuhi 5 unsur maqashid syariah yaitu, memelihara agama (muhafazah al-din), memelihara jiwa (muhafazah al-nafs), memelihara akal (muhafazah al-aql), memelihara keturunan (hifz al-nasl), memelihara harta (muhafazah al-mal) Demikian kriteria orang tua asuh tersebut termasuk kemaslahatan sesuai dengan tinjauan Maqāșhid syarī’ah , karena tujuan dari Maqāșhid syarī’ah yaitu untuk mendapatkan kemaslahatan dan menjauhkan kemudharatan.
B. Saran
Atas beberapa hal tersebut penulis tulis dalam skripsi ini, maka penulis mencoba menyampaikan beberapa saran yang berkaitan dengan masalah pengasuhan anak oleh orang tua asuh terutama kriteria orang tua asuh dalam peraturan pemerintah nomor 44 tahun 2017 tentang pelaksanaan pengasuhan anak sebagai berikut :
1. Peraturan Pemerintah tersebut dijadikan pedoman oleh masyarakat yang hendak menjadi orang tua asuh.
2. Untuk memenuhi kriteria orang tua asuh memerlukan kompetensi yang baik sebagai calon orang tua asuh yang akan mendatang.
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LAMPIRAN

Isi PP Pengasuhan Anak
Berikut adalah isi PP 44 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak, bukan format asli :[footnoteRef:85] [85:  Peraturan Pemerintah nomor 44 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak.] 

BAB I, KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Pengasuhan Anak adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik bagi Anak.
2. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
3. Lembaga Asuhan Anak adalah lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang melaksanakan fungsi Pengasuhan Anak baik milik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun milik masyarakat.
4. Lembaga Pengasuhan Anak adalah lembaga kesejahteraan sosial yang memiliki kewenangan untuk melakukan proses pengusulan calon Orang Tua Asuh dan calon Anak Asuh.
5. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
6. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
7. Anak Asuh adalah Anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena Orang Tuanya atau salah satu Orang Tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang Anak secara wajar.
8. Orang Tua Asuh adalah suami istri atau orang tua tunggal selain Keluarga yang menerima kewenangan untuk melakukan Pengasuhan Anak yang bersifat sementara.
9. Asesmen adalah proses untuk mengidentifikasi masalah, kebutuhan, dan potensi Anak dan Keluarga berkaitan dengan pengasuhan dan perlindungan Anak, kesiapan dan kapasitas Orang Tua, Keluarga, atau calon keluarga pengganti.
10. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
11. Panti Sosial adalah lembaga/unit pelayanan yang melaksanakan rehabilitasi sosial bagi satu jenis sasaran untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
12. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial.
13. Pendampingan adalah kegiatan Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial yang ditugaskan oleh dinas sosial untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan Anak akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan.
14. Akreditasi adalah penetapan tingkat kelayakan dan standardisasi lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang didasarkan pada penilaian program, sumber daya manusia, manajemen dan organisasi, sarana dan prasarana, dan hasil pelayanan kesejahteraan sosial.
15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
16. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
17. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
Pasal 2
Pelaksanaan Pengasuhan Anak bertujuan:
a. terpenuhinya pelayanan dasar dan kebutuhan setiap Anak akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, kesejahteraan, dan hak-hak sipil Anak; dan
b. diperolehnya kepastian pengasuhan yang layak bagi setiap Anak.
Pasal 3
1. Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri.
2. Dalam hal pemisahan Anak dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak, Pengasuhan Anak harus dilakukan oleh Lembaga Asuhan Anak.
3. Pengasuhan Anak oleh Lembaga Asuhan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pertimbangan terakhir.
4. Pengasuhan Anak oleh Lembaga Asuhan Anak dilakukan dengan persyaratan:
a. Orang Tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang Anak secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial;
b. Orang Tuanya dicabut kuasa asuhnya berdasarkan penetapan pengadilan; dan/atauAnak yang memerlukan perlindungan khusus.
Pasal 4
Dalam hal Lembaga Asuhan Anak berlandaskan agama, Anak yang diasuh harus seagama dengan agama yang menjadi landasan Lembaga Asuhan Anak yang bersangkutan.
Pasal 5
Dalam hal Lembaga Asuhan Anak tidak berlandaskan agama maka pelaksanaan Pengasuhan Anak harus memperhatikan agama yang dianut Anak yang bersangkutan.
Pasal 6
1. Pengasuhan Anak oleh Lembaga Asuhan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat dilakukan:
a. di luar Panti Sosial; atau
b. di dalam Panti Sosial.
2. Pengasuhan anak di luar Panti Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi prioritas utama dan dilakukan berbasis keluarga.
3. Pengasuhan anak di dalam Panti Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan upaya terakhir.
BAB II, PENGASUHAN ANAK DI LUAR PANTI SOSIAL
Bagian Kesatu Umum
Pasal 7
1. Pengasuhan Anak di luar Panti Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh:
a. Keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga;
b. Keluarga sedarah dalam garis menyimpang; atau
c. Orang Tua Asuh.
2. Pengasuhan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin dari dinas sosial kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi dari hasil Asesmen Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial.
3. Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditugaskan oleh dinas sosial kabupaten/kota.
Pasal 8
1. Pengasuhan Anak di luar Panti Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan dengan Pendampingan dari Lembaga Asuhan Anak.
2. Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial yang ditugaskan oleh dinas sosial kabupaten/kota.
3. Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir berdasarkan Asesmen Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial yang ditugaskan oleh dinas sosial kabupaten/kota.
Bagian Kedua
Pengasuhan Anak oleh Keluarga Sedarah
1. Pengasuhan Anak oleh Keluarga Sedarah terdiri atas:
a. Pengasuhan Anak oleh Keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga; dan
b. Keluarga sedarah dalam garis menyimpang.
2. Pengasuhan Anak oleh Keluarga sedarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Lembaga Asuhan Anak yang ditunjuk.
3. Lembaga Asuhan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaporkan kepada dinas sosial kabupaten/kota.
4. Keluarga sedarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban untuk mencatatkan identitas Anak pada dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan setempat.
5. Pencatatan di bidang kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 10
Kewajiban dan tanggung jawab Keluarga sedarah meliputi:
a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
b. menumbuhkembangkan Anak secara optimal sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.
Bagian Ketiga
Pengasuhan oleh Orang Tua Asuh
Paragraf 1
Umum
Pasal 11
Kewajiban dan tanggung jawab Orang Tua Asuh, meliputi:
a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
b. menumbuhkembangkan Anak secara optimal sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.
Pasal 12
1. Pengasuhan Anak oleh Orang Tua Asuh bersifat sementara yang dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun.
2. Selama Anak berada dalam pengasuhan Orang Tua Asuh, Anak harus tetap berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pasal 13
1. Pengasuhan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) harus diupayakan reunifikasi Keluarga sesegera mungkin oleh Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial yang ditugaskan oleh dinas sosial kabupaten/kota demi kepentingan terbaik bagi Anak.
2. Dalam hal reunifikasi Keluarga belum tercapai, jangka waktu Pengasuhan Anak dapat diperpanjang sampai mendapatkan pengasuhan yang permanen.
3. Jangka waktu perpanjangan Pengasuhan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan dari dinas sosial setempat berdasarkan hasil Asesmen dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial.
Pasal 14
1. Pengasuhan Anak oleh Orang Tua Asuh harus mendapat izin dari dinas sosial kabupaten/kota berdasarkan usulan Lembaga Pengasuhan Anak.
2. Lembaga Pengasuhan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
a. terakreditasi; dan
b. ditetapkan oleh Menteri.
Pasal 15
Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh badan akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 16
Penetapan Lembaga Pengasuhan Anak oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b dilakukan dengan tahapan:
a. lembaga kesejahteraan sosial mengajukan permohonan kepada gubernur;
b. gubernur menyampaikan permohonan kepada Menteri; dan
c. Menteri menetapkan lembaga kesejahteraan sosial sebagai Lembaga Pengasuhan Anak.
Pasal 17
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan Lembaga Pengasuhan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diatur dengan Peraturan Menteri.
Paragraf 2
Kriteria Anak Asuh dan Persyaratan Orang Tua Asuh
Pasal 18
Kriteria Anak Asuh meliputi:
a. Anak terlantar;
b. Anak dalam asuhan Keluarga yang tidak mampu melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Orang Tua;
c. Anak yang memerlukan perlindungan khusus; dan/atau
d. Anak yang diasuh oleh Lembaga Asuhan Anak.
Pasal 19
1. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Orang Tua Asuh meliputi:
a. warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia;
b. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
c. sehat fisik dan mental dibuktikan dengan keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah yang dikelola oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
d. surat keterangan catatan kepolisian;
e. beragama sama dengan agama yang dianut Anak;
f. memiliki kompetensi dalam mengasuh Anak dengan lulus seleksi dan verifikasi untuk calon Orang Tua Asuh;
g. bersedia menjadi Orang Tua Asuh yang dinyatakan dalam surat pernyataan bermaterai; dan
h. membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap Anak, atau penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin yang dinyatakan dalam surat pernyataan bermaterai diketahui oleh rukun tetangga dan rukun warga atau nama lain di lingkungan setempat.
2. Warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. suami istri; atau
b. orang tua tunggal.
3. Suami istri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a salah satunya dapat berstatus warga negara asing.
4. Orang tua tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan seseorang yang berstatus tidak menikah atau janda/duda.
Paragraf 3
Tahapan Pendaftaran Pemohon
Pasal 20
1. Untuk menjadi calon Orang Tua Asuh, pemohon mengajukan permohonan kepada Lembaga Pengasuhan Anak.
2. Permohonan untuk menjadi calon Orang Tua Asuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:
a. pendaftaran;
b. seleksi administratif;
c. wawancara;
d. verifikasi dan Asesmen; dan
e. penetapan calon Orang Tua Asuh definitif.
Pasal 21
Tahapan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a dilakukan di Lembaga Pengasuhan Anak dengan menyampaikan permohonan dan dokumen untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
Pasal 22
1. Lembaga Pengasuhan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak menerima permohonan melakukan seleksi kelengkapan administratif.
2. Dalam hal persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, Lembaga Pengasuhan Anak dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja melakukan pemanggilan untuk wawancara terhadap calon Orang Tua Asuh.
Pasal 23
1. Berdasarkan hasil wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), Lembaga Pengasuhan Anak dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja melakukan pengolahan hasil wawancara.
2. Berdasarkan pengolahan hasil wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Pengasuhan Anak melakukan verifikasi dan Asesmen dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
3. Dalam hal hasil verifikasi dan Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan layak sebagai calon Orang Tua Asuh, Lembaga Pengasuhan Anak mengajukan permohonan bimbingan teknis untuk calon Orang Tua Asuh kepada dinas sosial provinsi.
Pasal 24
1. Calon Orang Tua Asuh yang telah lulus mengikuti bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) ditetapkan oleh dinas sosial kabupaten/kota menjadi calon Orang Tua Asuh definitif.
2. Calon Orang Tua Asuh definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam data calon Orang Tua Asuh pada dinas sosial setempat.
Pasal 25
Dalam melakukan tahapan permohonan menjadi calon Orang Tua Asuh, Lembaga Pengasuhan Anak harus berkoordinasi dengan dinas sosial setempat.
Pasal 26
Ketentuan lebih lanjut mengenai permohonan menjadi calon Orang Tua Asuh diatur dengan Peraturan Menteri.
Paragraf 4
Penyiapan Calon Orang Tua Asuh
Pasal 27
Penyiapan calon Orang Tua Asuh dilakukan oleh Lembaga Pengasuhan Anak dan dinas sosial setempat.
Pasal 28
Penyiapan calon Orang Tua Asuh dilakukan melalui tahapan:
a. Asesmen terhadap calon Orang Tua Asuh dan calon Anak Asuh oleh Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial yang ditugaskan oleh dinas sosial kabupaten/kota;
b. penyesuaian antara calon Orang Tua Asuh dengan Anak; dan
c. supervisi dan pemantauan oleh Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial yang ditugaskan oleh dinas sosial kabupaten/kota selama Anak masih dalam penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
Pasal 29
1. Lembaga Pengasuhan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 wajib melaporkan secara berkala hasil penyiapan calon Orang Tua Asuh kepada dinas sosial provinsi melalui dinas sosial kabupaten/kota.
2. Berdasarkan laporan hasil penyiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan Asesmen lanjutan kepada calon Orang Tua Asuh oleh Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial yang ditugaskan oleh dinas sosial kabupaten/kota.
3. Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial yang ditugaskan oleh dinas sosial kabupaten/kota melakukan Asesmen lanjutan terhadap hasil penyiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum penempatan Anak.
Pasal 30
Ketentuan lebih lanjut mengenai penyiapan calon Orang Tua Asuh diatur dengan Peraturan Menteri.
Paragraf 5
Penempatan Anak Asuh
Pasal 31
1. Penempatan Anak Asuh pada Orang Tua Asuh dilakukan setelah:
a. mendengarkan pendapat Anak Asuh;
b. melaksanakan proses penyesuaian antara Anak Asuh dengan calon Orang Tua Asuh definitif; dan
c. mempertimbangkan jumlah Anak yang akan diasuh sesuai dengan kemampuan Orang Tua Asuh.
2. Setelah melalui proses penempatan Anak Asuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan terjadi kesesuaian antara Anak Asuh dan Orang Tua Asuh, Lembaga Pengasuhan Anak mengusulkan kepada dinas sosial kabupaten/kota untuk mendapatkan izin Pengasuhan Anak.
Pasal 32
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penempatan Anak Asuh diatur dengan Peraturan Menteri.
BAB III, PENGASUHAN ANAK DI DALAM PANTI SOSIAL
Pasal 33
1. Pengasuhan Anak di dalam Panti Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal:
a. Keluarga Anak tidak memberikan pengasuhan memadai sekalipun dengan dukungan yang sesuai, mengabaikan, dan/atau melepaskan tanggung jawab terhadap Anaknya;
b. Anak tidak memiliki Keluarga atau keberadaan Keluarga tidak diketahui;
c. Anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, penelantaran, atau eksploitasi;
d. Anak yang terpisah dari Keluarga karena bencana baik konflik sosial maupun bencana alam; dan/atau
e. Anak memerlukan perlindungan khusus lainnya.
2. Panti Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berada sedekat mungkin dengan lingkungan tempat tinggal Anak.
Pasal 34
1. Pengasuhan Anak di dalam Panti Sosial wajib mendapatkan penetapan dari dinas sosial provinsi.
2. Penetapan Pengasuhan Anak di dalam Panti Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil Asesmen Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial yang ditugaskan oleh dinas sosial provinsi.
3. Pengasuhan Anak di dalam Panti Sosial wajib dilaporkan oleh Panti Sosial secara tertulis kepada dinas sosial provinsi sesuai dengan rencana Pengasuhan Anak.
Pasal 35
1. Pengasuhan di dalam Panti Sosial merupakan upaya terakhir dan bersifat sementara sampai dengan dilakukan pengasuhan yang permanen.
2. Selama Anak berada di dalam Panti Sosial, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial yang ditugaskan oleh dinas sosial harus melakukan Asesmen dan rencana pengasuhan yang memungkinkan Anak direunifikasi kepada Keluarganya sesegera mungkin.
3. Dalam hal reunifikasi Keluarga tidak berhasil, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial yang ditugaskan oleh dinas sosial dan Lembaga Pengasuhan Anak mengupayakan Keluarga pengganti.
Pasal 36
Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengasuhan Anak di dalam Panti Sosial diatur dengan Peraturan Menteri.
BAB IV, PENGADUAN DAN PELAPORAN
1. Anak, Keluarga, dan masyarakat dapat mengajukan pengaduan dan pelaporan terkait dengan Pengasuhan Anak di luar maupun di dalam Panti Sosial.
2. Pengaduan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada dinas sosial setempat.
3. Dinas sosial setempat harus memfasilitasi dan menindaklanjuti pengaduan dan pelaporan dari Anak, keluarga, dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
4. Dinas sosial setempat membuat mekanisme pengaduan dan pelaporan yang mudah diakses oleh Anak, keluarga, dan masyarakat untuk menyampaikan keluhan.
Pasal 38
1. Selain kepada dinas sosial setempat, pengaduan dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dapat diajukan kepada:
a. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
b. Komisi Perlindungan Anak Indonesia;
c. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
d. Ombudsman Republik Indonesia; atau
e. Lembaga lain yang menangani perlindungan Anak.
2. Pengaduan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB V, BIMBINGAN DAN PENGAWASAN
Pasal 39
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengasuhan oleh Lembaga Asuhan Anak dan Lembaga Pengasuhan Anak.
Pasal 40
Bimbingan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilakukan melalui kegiatan:
a. supervisi;
b. asistensi;
c. pemantauan; dan
d. bimbingan teknis.
Pasal 41
1. Supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan Lembaga Asuhan Anak dan Lembaga Pengasuhan Anak dalam pelaksanaan Pengasuhan Anak.
2. Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
a. memberikan penjelasan tentang kebijakan, fungsi kelembagaan, perkembangan Anak, dan Pengasuhan Anak; dan
b. memberikan motivasi untuk menjalankan fungsi Lembaga Asuhan Anak dan Lembaga Pengasuhan Anak dalam pelaksanaan Pengasuhan Anak.
Pasal 42
1. Asistensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b dimaksudkan agar Lembaga Asuhan Anak dan Lembaga Pengasuhan Anak memperoleh bimbingan dan dukungan dalam menerapkan prosedur dan tata cara pelaksanaan Pengasuhan Anak.
2. Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
a. konsultasi;
b. kunjungan dinas kepada Lembaga Asuhan Anak dan Lembaga Pengasuhan Anak; dan
c. memberi dukungan kepada Orang Tua, Keluarga, atau Orang Tua Asuh berupa penguatan Keluarga, konseling, dan pelatihan keterampilan usaha.
Pasal 43
Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c dimaksudkan untuk memastikan pelaksanaan Pengasuhan Anak oleh Lembaga Asuhan Anak dan Lembaga Pengasuhan Anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 44
1. Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d dimaksudkan agar pengurus Lembaga Asuhan Anak dan Lembaga Pengasuhan Anak memiliki kemampuan dalam proses pelaksanaan Pengasuhan Anak.
2. Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
a. meningkatkan pengetahuan mengenai Pengasuhan Anak;
b. meningkatkan keterampilan dalam Pengasuhan Anak; dan
c. menerapkan prinsip dan etika Pengasuhan Anak.
BAB VI, KETENTUAN PENUTUP
Pasal 45
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Demikianlah isi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak.
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